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ARTIKEL

Oleh:

SINERGITAS AKTUALISASI BELA NEGARA
DAN KEARIFAN LOKAL
DALAM MEMBANGUN INDONESIA UNGGUL

Letkol Adm Bambang Kustawan, S.E., M.M.
Kasubbaglog Baglog dan Rumga Roum Unhan

Tujuan nasional yang dirumuskan
dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesis,
memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, diperlukan
pembangunan di seluruh aspek
kehidupan nasional. Pembangunan

akan berjalan apabila ada jaminan
stabilitas nasional, dimana aspek
pertahanan Negara merupakan salah
satu aspek yang cukup dominan.
Pertahanan Negara merupakan fungsi
dalam menjamin kelangsungan
hidup dan pertahanan diri dari setiap
ancaman baik yang datangnya dari
luar maupun dalam negeri. Salah
satu tugas penting Pemerintah
adalah memelihara keamanan

dan ketertiban dalam menjalankan
kehidupan berbangsa dan bernegars,
dengan terus mengedepankan

semangat gotong royong dan
mengedepankan kearifan lokal
seperti yang perlu mengembangkan
inovasi yang berasal dari dalam
negeri untuk memperkuat jati diri
bangsa.

Tiap-tiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara dan syarat-
syarat tentang pembelaan negara
diatur dengan undang-undang.
Kewajiban dan tangqung jawab
bela negara bukan hanya tugas
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Tentara Nasional Indonesia (TNI)
namun kewajiban setiap warga
negara Republik Indonesia. Wilayah
Indonesia yang memiliki kurang
lebih 17.504 pulau memerlukan
pengawas yang cukup ketat dari
pemerintah, serta perlu adanya
upaya pembelaan negara dari setiap
warga Negara. Hal ini dirasakan
penting untuk mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dari ancaman baik dari luar
maupun dalam negeri. Kesadaran
bela negara menjadi modal

dasar sekaligus kekuatan bangsa,
dalam rangka menjaga keutuhan,
kedaulatan serta kelangsungan hidup
bangsa dan negara Indonesia. Selain
itu dengan adanya bela negara kita
dapat mempererat rasa persatuan

di antara penduduk Indonesia yang
saling berbhineka tunggal ika.
Indonesia yang unggul dapat dicapai
apabila masyarakat dan bangsa
yang baik (good society and nation),
damai, adil, makmur dan sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) mengatur mengenai Upaya
Bela Negara yaitu ketentuan Pasal
27 Ayat (3): “ Setiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan Negara,” dan Pasal
30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan
negara.”

Sehubungan dengan dasar
yang tertera pada Pasal 27 UUD
1945 maka upaya bela negara
harus dilakukan dalam kerangka
pembinaan kesadaran bela
negara sebagai sebuah upaya
untuk mewujudkan Warga Negara
Indonesia (WNI) yang memahami
dan menghayati serta yakin untuk
menunaikan hak dan kewajibannya.

Sementara itu di lihat dari unsur
dasar bela negara yang dianut oleh
bangsa Indonesia adalah, cinta

tanah air, kesadaran berbangsa dan
bernegara, yakin akan pancasila
sebagai ideologi Negarg, rela
berkorban untuk bangsa dan Negara
dan memiliki kemampuan awal

bela negara. Menteri Pertahanan

RI Ryamizard Ryacudu mengatakan
“Bela negara tidak harus dalam
bentuk perang, namun bisa dengan
melestarikan kearifan lokal, budaya
dan lingkungan hidup, bisa juga
dengan taat hukum, mencintai
produk dalam negeri, ikut membantu
korban bencana, semangat mengikuti
mata pelajaran pendidikan dan
lain-lain. Hal ini adalah bentuk
nasionalisme dari tindakan warga
Negara, bahkan banyaknya alutsista
tanpa dibarengi dengan manusia

s

yang mengawakinya percuma saja”.
Aktualisasi Bela Negara

Proses pembangunan sesuai
dengan tujuan nasional dalam
meningkatkan kemakmuran dan
keadilan merupakan kondisi yang
harus diwujudkan agar proses
pencapaiannya dapat berjalan
dengan sukses. Aktualisasi Bela
Negara sebagai perwujudan
kesadaran bela negara hakikatnya
kesediaan berbakti pada negara
dan kesediaan berkorban membela
negara. Kesadaran akan bela negara,
kita harus dapat memiliki sikap dan
prilaku yang sesuai kejuangan, cinta
tanah air serta rela berkorban bagi
nusa dan bangsa. Aktualisasi bela
negara bisa dilihat secara mikro dan
makro sesuai dengan masing-masing
elemen kehidupan.

Secara mikro, aktualisasi bela
negara diwujudkan oleh setiap
elemen kehidupan dalam bentuk
pembelaan terhadap tempat di
wilayah Indonesia ini. Dengan bahasa
sederhana dapat dinyatakan bahwa
menentukan pilihan hidup adalah
hak. Namun, setelah menjatuhkan
pilihan maka di situ ada kewajiban
yang harus ditunaikan. Menunaikan

kewajiban hidup sebagai manusia
yang bermartabat pada tempat

kaki berpijak itulah bentuk bela
negara secara mikro ditunjukkan.
Sedangkan secara makro, aktualisasi
bela negara diwujudkan dengan
kemampuan menggerakkan semua
elemen pendukung untuk mencapai
tujuan bersama, yaitu terwujudnya
masyarakat yang adil, makmur,
aman, tenteram, rukun, damai,
bahagia, dan sejahtera. Dengan
demikian, pengambilan keputusan
dilakukan dengan mufakat bulat
sehingga tidak ada tempat untuk lari
dari tanggung jawab.

Aktualisasi bela Negara selalu
dipersepsikan terkait dengan upaya
perjuangan bangsa Indonesia
menghadapi ancaman terhadap
kelangsungan hidup bangsa
Indonesia pada periode-periode
berikut:

1. Periode pertama perang
kemerdekaan (1945 - 1949).
Bela negara dipersepsikan dengan
perang kemerdekaan yang mana
keikutsertaaan warga negara
dalam bela negara diwujudkan
ikut berperan aktif dalam perang
kemerdekaan, baik bersenjata
maupun tidak bersenjata.

2. Periode kedua (1950 - 1965).
Bela negara dipersepsikan identik
dengan upaya pertahanan
keamanan, baik bersenjata
maupun tidak bersenjata.

3. Periode ketiga (Orde Baru 1966 -
1998). Bela negara dipersepsikan
identik dengan ketahanan
nasional dan keikutsertaan
warga negara dalam bela negara
diselenggarakan melalui segenap
aspek kehidupan nasional.

4. Periode keempat (Orde reformasi
1998 - sekarang). Bela‘negara
dipersepsikan sebagai upaya
mengatasi berbagai krisis
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yang dihadapi oleh segenap bangsa
Indonesia. Pada periode ini keikutsertaan
setiap warga negara dalam bela negara
disesuaikan dengan kemampuan dan
profesi masing-masing.

Kearifan Lokal Sebagai Identitas Nasional

Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal
merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya
masyarakat suatu bangsa, yang muncul
menjadi bagian-bagian yang ditempatkan
pada tatanan fisik bangunan (arsitektur)
dan kawasan (perkotaan) dalam geografi
kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan
lokal adalah pandangan hidup dan ilmu
pengetahuan serta berbagai strategi
kehidupan yang berwujud aktivitas yang
dilakukan oleh masyarakat lokal dalam
menjawab berbagai masalah dalam
pemenuhan kebutuhan mereka.

Menurut Rahyono “kearifan lokal
merupakan kecerdasan manusia yang
dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang
diperoleh melalui pengalaman masyarakat”.
Koentjaraningrat sendiri mengkateqorisasikan
kebudayaan manusia yang menjadi wadah
kearifan lokal itu kepada ide, aktivitas sosial,
artifak. Dapat disimpulkan bahwa kearifan
lokal adalah hasil pemikiran yang muncul

diten arakat. Hal ini akibat adanya
kebut uk memecahkan anomali atau
feno g terjadi dan dianggap belum

ada pemecahannya. Kemudian dijadikan
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan

Sumber : penulis

sehari-hari dan berperan penting sebagai
identitas jati diri bangsa.

Kearifan lokal masyarakat (focal wisdom)
yang lahir ditengah kehidupan masyarakat
yang berbudaya telah ada sejak lama yang
merupakan tindakan atau perilaku positif
yang memuat kebaikan-kebaikan. Bisa saja
selain budaya juga bisa bersumber dari
nilai-nilai adat istiadat, agama dan terbangun
secara ilmiah dan berkembang menjadi
kebudayaan baru mengikuti perkembangan
masyarakat dan zaman yang dinamis.
Kearifan lokal biasanya diwariskan secara
turun temurun dan berlaku secara universal
dan parsial. Secara universal artinya nilai-nilai
kearifan lokal diterima dan diakui oleh siapa
saja atas eksistensinya, secara parsial sendiri
berarti bahwa setiap daerah dan masyarakat
tertentu memiliki kearifan lokal sendiri yang
tetap dijaga tidak hanya sebagai sebuah
tradisi, namun pedoman hidup.

Mengokohkan identitas nasional dengan
kearifan lokal maknanya adalah bahwa segala
sesuatu yang terdapat dalam masyarakat
dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki
oleh masyarakat itu sendiri, Identitas nasional
dalam wujud Kebudayaan dapat dipandang
sebagai sesuatu yang turun temurun dari
satu generasi ke generasi yang lain. Identitas
Nasional dengan kearifan lokal sebagai
suatu proses pada hakikatnya merupakan
penguatan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
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yang terencana yang dipadukan
dengan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, pertumbuhan
ekonomi, peningkatan kecanggihan
sarana komunikasi, dan sebagainya.

Kearifan Lokal Dalam Memperkokoh
Semangat Bela Negara

Kearifan lokal dianggap penting
sebagai pegangan hidup masyarakat
dan sebagai dasar untuk seseorang
berhubungan dengan orang lain,

dengan alam, dan dengan kehidupan.

Pada suku atau komunitas apapun
di wilayah Indonesia, kearifan

lokal menempati posisi khusus

dan terhormat dalam kehidupan
masyarakat pemiliknya. Dalam
bentuknya yang disampaikan secara
lisan, kearifan lokal tersebut justru
memiliki kekuatan yang lebih kuat

daripada yang tertulis, seperti contoh:

1. Untuk tetap “survive” dan
“eksis” Orang Baduy sangat kuat
mempertahankan “pikukuh”
(ketentuan adat) dalam menjalani
kehidupannya. Pengetahuan
tradisionalnya telah mampu
melindungi dirinya dari bahaya
banjir walaupun tinggal dekat
sungai; rumah tahan gempa
padahal hidup di daerah rawan
gempa; mampu menjaga hutan
lindungnya dari bahaya kebakaran
padahal harus menebang
dan membakar hutan untuk
menyediakan lahan perkebunan
dan pertanian.

2. Masyarakat Dayak yang memiliki
tradisi Nataki, tradisi membuka
hutan dengan membuat batas api
ketika mereka harus membakar
pohon-pohon untuk menyiapkan
lahan pertanian, perkebunan, dan
keperluan lainnya.

3. Masyarakat Tengger di sekitar
Gunung Bromo, desa Wonokitri,
Jawa Timur mempunyai prinsip
“tebang satu tanam dua” untuk

menjaga hutan lindungnya.
Dengan memegang “Sesanti
Pancasetia” (5 petunjuk
kesetiaan) dan menghindari
malima dipadu dengan walima,
terbukti bahwa angka kriminalitas
nyaris tidak terdapat pada
masyarakat Tengger. Sesanti
Pancasetia merupakan semacam
ikrar kesetiaan akan budaya
(menjaga adat leluhur), wacana
(ucapan yang sesuai dengan
perbuatan), “semaya” (janji),
“laksana” (tanggung jawab
terhadap tugas), dan mitra
(kesetiakawanan). Menghindari
malima (hal yang biasa

dikenal juga dalam masyarakat
Jawa padaumumnya), yaitu
menghindar menjadi maling,
main judi, minum minuman keras
yang memabukkan, “madat”
(menggunakan'candu, dsb), dan
main perempuan dipadukan
denaan prinsip “walima’” vaitu

manusia harus “waras” (sehat
jasmani dan rohani), “wareq”
(cukup makan), “wastra” (cukup
sandang), “wasis” (cukup ilmu
pengetahuan), dan “wisma”
(memiliki rumah) akan
merupakan pengetahuan dasar
mengenai kehidupan yang mulia.

6.

Masyarakat Lombok Barat dan
Bali memiliki Awig-Awig yang
memuat aturan adat yang harus
dipenuhi dan sebagai pedoman
dalam bersikap dan bertindak
terutama dalam berinteraksi dan
mengelola sumberdaya alam &
lingkungan.

Masyarakat Orang Rimba-
Jambi dengan Hompongan
yang merupakan hutan belukar
yang melingkupi kawasan inti
pemukiman Orang Rimba (di
kawasan Taman Nasional Bukit
Dua Belas, Jambi) yang sengaja
dijaga keberadaannya yang
berfungsi sebagai benteng
pertahanan dari gangquan pihak
luar.

Masyarakat Bali dengan Tri
Hita Karana, suatu konsep
yang berintikan keharmonisan

Sumber : penulis

hubungan antara Manusia-Tuhan,
manusia-manusia, dan manusia-
alam merupakan tiga penyebab
kesejahteraan jasmani dan
rohani. Ini berarti bahwa nilai
keharmonisan hubungan antara
manusia dengan lingkungan
merupakan suatu kearifan ekologi

EDISI MARET-APRIL 2019
o \/OLUME 2/ NOMOR 2



pada masyarakat dan kebudayaan
Bali.

7. Masyarakat Kasepuhan Sirnaresmi
Jawa Barat dengan Seren
Taun memiliki banyak arti
bagi masyarakat kasepuhan
diantaranya adalah puncak prosesi
ritual pertanian yang bermakna
hubungan manusia, alam, dan
pencipta-Nya sebagai ungkapan
rasa syukur setelah mengolah
lahan pertanian dengan segala
hambatan dan perjuangannya
untuk mendapatkan hasil yang
optimal. Adat istiadat Kasepuhan
ini mengatur pola kehidupan
masyarakat dalam berhubungan
dengan sang pencipta (Hablum
minallah), hubungan antar
manusia (Hablum minan naas)
dan hubungan manusia dengan
alam lingkungannya (Hablum
minal alam).

8. Masyarakat Ammatoa, Kajang,
Sulawesi Selatan dengan Pasang
Ri Kajang merupakan pandangan
hidup komunitas Ammatoa, yang
mengandung etika dan norma,
baik yang berkaitan dengan
perilaku sosial, maupun perilaku
terhadap lingkungan dan alam

Sumber : penulis
sekitarnya, maupun hubungan
manusia dengan PenciptaNya.
Ammatoa bertugas untuk
melestarikan Pasang Ri Kajang
dan menjaganya agar komunitas
Ammatoa tetap tunduk dan patuh
kepada Ammatoa sebagai Kepala
Suku Kajang yang merupakan
pandangan yang bersifat
mengatur, tidak dapat dirubah,
ditambah maupun dikurangi.

Dipertandingkannya Pencak Silat
di Asian Games 2018, dinilai dapat

membantu pengakuannya sebagai
warisan dunia, cabang olahraga
Pencak Silat berasal dari kearifan
lokal dan ekspresi seni budaya
bangsa Indonesia. Bahkan The United
Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO)
sedang membahas pengajuan
Pencak Silat sebagai warisan budaya
dunia untuk kemanusiaan. Pada
intinya Pencak Silat memperlihatkan
nilai universal yang menonjol, arti
pentingnya bukan hanya dari seqi
olahraga saja, tetapi juga untuk
kemanusiaan, perdamaian dan
sebagainya.

Secara qgaris besar kearifan lokal
dalam memperkokoh semangat
bela negara dapat mendukung
terwujudnya ketahanan nasional
dengan menjadikan Indonesia
ungqul. Berbuat yang terbaik
melalui profesi dan kedudukan
masing-masing warga Negara
apapun keahliannya untuk
disumbangkan kepada kepentingan
bangsa dan negara baik di bidang
keamanan maupun kesejahteraan
serta melaksanakan disiplin nasional
dengan mematuhi segala peraturan
dan perundangan Negara, inilah
dimensi esensial dari Bela Negara.
Rangkaian terminologi tersebut

Sumber : penulis
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sesungguhnya sudah terangkum
dalam Pancasila sebagai nilai
dasar. Identitas Nasional dalam
konteks bangsa (masyarakat
Indonesia) cenderung mengacu
pada kebudayaan atau karakter
khas. Sedangkan identitas nasional
dalam konteks negara tercermin
dalam simbol-simbol kenegaraan.
Kedua unsur identitas ini secara
nyata terangkum dalam Pancasila.
Pancasila dengan demikian
merupakan identitas nasional kita
dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Sinergitas Bela Negara Dan Kearifan
Lokal Dalam Membangun Indonesia
Ungqul

Globalisasi yang sarat dengan
semangat perubahan berdampak
kepada perubahan nilai-nilai
sosial budaya bangsa. Tidak dapat
dipungkiri bahwa perubahan nilai-
nilai mempengaruhi pola pikir, sikap
dan pola tindak generasi penerus
bangsa. Pengaruh globalisasi
tidak hanya berdampak terhadap
perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan, namun berpengaruh
juga pada paradigma masyarakat.
hkan bisa saja membawa nilai-
i yang bersinggungan dengan
ilai bangsa yang sudah ada.
keindonesiaan tidak lepas

la
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dari bentuk perasaan senasib karena
pernah dijajah dan semangat untuk
menegakkan perdamaian dunia
sebagaimana yang telah dicita-
citakan para pendiri bangsa.

Setiap daerah memiliki kearifan
lokal yang lahir dari jiwa kebenaran
dan kebaikan dalam masyarakat
yang berkembang dan merupakan
sebuah pegangan hidup masyarakat
yang tidak lepas dari peran penting
pemerintah yang memiliki fungsi
atau posisi sebagai subjek pengatur
masyarakat sesuai dengan yang
diamanahkan oleh konstitusi.
Pemerintah haruslah berperilaku
sesuai dengan status dan perannya
yang telah diatur dalam undang-
undang. Peranan pemerintah
tertuang dalam lembaga-lembaga
yang memecahkan, menyelesaikan
dan mengakhiri masalah-masalah
yang muncul dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Dengan berlandaskan pada
nilai kearifan lokal, peran serta
masyarakat tidak hanya diharapkan
mampu berperilaku sesuai dengan
fungsi masing-masing, namun juga
tetap berpatokan terhadap nilai yang
telah ditetapkan agar senantiasa
selalu terjaga dalam norma. Dalam
mendayagunakan segenap kekuatan

dan sumber daya nasional untuk
kepentingan pertahanan dalam
membela eksistensi NKRI, maka tidak
terlepas dari amanah konstitusi yang
memberikan hak dan kewajiban
kepada setiap warga negara untuk
ikut serta dalam usaha-usaha
pertahanan Negara, sebagai wujud
kehormatan warga negara untuk
merefleksikan haknya.

Kearifan lokal dapat dijadikan
self defence dari pengaruh budaya
luar yang tidak sesuai dan sebagai
motivasi untuk meningkatkan
semangat persatuan bangsa jika
melihat nilai yang diterapkan dalam
kepribadian.

Sinergitas bela negara dan
kearifan lokal dapat dijadikan sebagai
salah satu bentuk semangat bela
negara untuk dijadikan sebagai
tool of social control dan tool of
social engineering dimana setiap
masyarakat berbuat sesuai dengan
moral dan nilai-nilai bangsa, yakni
Pancasila. Sinergitas ini memiliki
keterkaitan satu sama lain sesuai
dengan kebudayaan dan moral
bangsa.

Kesimpulan

Aktualisasi bela negara terhadap
bangsa Indonesia merupakan
kekuatan negara
Indonesia bagi proses
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bangsa yang dilakukan dengan
pembinaan pertahanan Negara
dalam mewujudkan Indonesia
ungqul. Sinergitas bela negara

dan kearifan lokal dapat dijadikan
kontrol sosial (social control) sesuai
dengan moral dan nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia. Pada akhirnya
segala bentuk ancaman yang dapat
memecah belah bangsa dapat
diatasi dan melalui kearifan lokal
cita-cita luhur membangun Indonesia
Ungqul dapat terwujud serta mampu
bersaing dengan Negara-Negara

lain bahkan mampu menjadi bangsa
pemenang.”**

Bambang Pranowo,
Multidimensi Ketahanan
Nasional (Jakarta, Pustaka
Alvabet :2010)

Marijan, Kacung, Penguatan
Budaya Nusantara Berbasis
Kearifan Lokal (Universitas
Sebelas:2013)

Supriyoko, Ki: Butir-Butir
Pemikiran Bapak Pendiri
Bangsa Untuk Kemerdekaan
dan Pembangunan (Taman
Siswa: Yogyakarta:2013)

http://antariksaarticle.
blogspot.com/2009/08/
kearifan-lokal-dalam-
arsitektur.html. Kearifan Lokal
dalam Arsitektur Perkotaan
dan Lingkungan Binaan.
Antariksa. 2009.

B. Dokumen

1.

2.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor
3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara

Keputusan Menteri
Pertahanan Nomor Kep
/435/M/V/2016 Tentang
Kebijakan Pertahanan Negara
Tahun 2017

Permenhan Nomor 02 tahun
2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian
Pertahanan
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ARTIKEL

RLEMIEVANIGUINVAN SIDIM] (RS RIZARVANVAN [N[EE/ARVA
BYA/AWMI MIEN(ERVABYAR [ERA REVIOIHUSHINIDUS TR 440
(PERSPEXITE PELUANG DAN TANTANEAN)

Oleh:

Kolonel Cba W. Jatwahono
Kasubdit Bangdik Direktorat SDM Ditjen Kuathan Kemhan

“Perubahawv itw dramalits daw tevjadi
pada kecepato eksponensial. Perubahar
tersebut teladv dawv

berpengaruhv dalawm kehi

sangat

erov revolust industri sebeluwmnya”

Pendahuluan

Pertahanan Negara adalah segala
usaha untuk menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), dan melindungi
keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara.

Ancaman sendiri merupakan faktor
utama yang menjadi dasar dalam
penyusunan desain sistem pertahanan
negara, baik yang bersifat aktual
maupun  potensial. Perkembangan
lingkungan strategis maupun
prediksi ancaman yang dinamis dan
cepat berubah, serta penuh dengan
ketidakpastian melahirkan paradigma
berbagai ancaman baru.

Sementara itu perubahan vyang
terjadi  di era revolusi industri
4.0. merupakan perubahan yang
sangat dramatis dan terjadi pada
kecepatan eksponensial. Dengan arti
lain yaitu kecepatan peningkatan
berupa persentase tetap terhadap
keseluruhan  pada suatu  waktu
tertentu. Selain itu juga hal ini akan
menimbulkan berbagai peluang dan
potensi permasalahan yang akan

membawa konsekuensi perubahan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
serta berimplikasi terhadap perubahan
standar yang sudah ada. Secara
pararel dari sektor penyelenggaraan
Pertahanan Negara saat menghadapi
revolusi industri 4.0 harus juga diikuti
pembangunan  kapabilitas ~ SDM
Pertahanan Negara.

Untuk diketahui bahwa Industrial
Revolution 4.0 dicetuskan pertama
kali pada 2011 oleh Jerman, yang
kemudian menjadi tema utama
pada pertemuan World Economic
Forum (WEF) 2016 di Davos, Swiss.
Beberapa negara yang telah memiliki
program-program untuk mendukung
industrinya  menuju  Industri -~ 4.0
seperti  Jerman, Inggris, Amerika
Serikat, China, India, Jepang, Koreg,
dan Vietnam.

Revolusi  Industri 1.0, terjadi
dengan  tumbuhnya  mekanisasi
maupun energi berbasis uap dan air,
yang ditandai dengan menggantikan
tenaga manusia dan hewan oleh
tenaga mesin. Di era revolusi 1.0 ini
telah meningkatkan perekonomian
yang luar biasa, sementara perubahan
terus bergulir dengan munculnya dan
berkembangnya energi listrik dan

motor penggerak.

Haltersebutmerupakanpergeseran
dan perubahan dari era revolusi 1.0
masuk menjadi era revolusi Industri
2.0. Sedang di era revolusi Industri
2.0  tumbuh berkembanganya
manufaktur dan produksi massal
sarana komunikasi berupa pesawat
telepon maupun sarana transportasi
berupa mobil, dan pesawat terbang.

Perubahan berjalan kian cukup
cepat sehingga terjadi yang dinamai
dengan era revolusi Industri 3.0.
Sebagai pertanda masuk era revolusi
Industri 3.0 adalah dengan tumbuh
dan berkembanganya industri berbasis
elektronika, teknologi informasi, serta
otomatisasi. Disamping itu pada masa
ini pula dunia teknologi digital dan
internet sudah mulai diperkenalkan.

Memasuki era revolusi Industri 4.0
saat yang menjadi tren di dunia adalah
adanya penggabungan tren teknologi
otomatisasi dengan teknologi cyber
yang mencakup sistem cyber fisik,
Internet of Things (loT), komputasi
awan, dan komputasi kognitif. Tren
pada era atau masa ini adalah adanya
otomatisasi dan pertukaran dats,
juga telah mengubah tata kehidupan
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=18th Century

Industry 1.0

Mechanical production

ment powered by

manusia, ekonomi, dunia kerja,
bahkan gaya hidup. Revolusi Industri
4.0 telah bertransformasi memisahkan
ruang sekat fisik dengan digital,
ruang sintesis dan organik, maupun
daya berfikir eksploratif  (berpikir
kreatif dan  disposisi matematis)
menjadi hiperbolis (melebih-lebihkan
kenyataan menjadi tidak masuk akal).

Kompleksitas permasalahan
ancaman yang terjadi saat ini
memiliki sumbu dimensi penguasaan
teknologi  yang akan memegang
dan  mempunyai  peran  kunci.
Sehubungan dengan hal tersebut
dengan adanya Utilization (Utilisasi
/ pemanfaatan dan penggunaan)
ruang pertahanan seiring dengan
berkembangnya otomatisasi industri
berimplikasi munculnya persenjataan
canggih (alutsista modern). Secara
tidak disadari maka otomatisasi
permasalahan ancaman pertahanan
semakin multi demensi, kompleks,
berubah-ubah dan tidak terduga.

Probabilitas (ukuran peluang
terjadinya suatu ancaman) dalam
era revolusi industri  pertahanan

telah menjadikan suatu keniscayaan
lahirnya Dbentuk, sifat dan format
ancaman baru.

19th Century

Industry 2.0

roduction assembly

Industry 3.0

using electror

Dalam konteks di atas,
pertanyaannya  adalah:  apakah
komponen Pertahanan Negara dalam
hal ini komponen utama (prajurit TNI)
khususnya sudah siap?, bagaimana
meningkatkan maupun menyiapkan
kapabilitas SDM komponen utama
(prajurit  TNI)?, dan strategi atau
kebijakan apa yang dilakukan dalam
menghadapi perubahan pada era
revolusi Industri 4.0?.

Realita dengan berbagai
permasalahan  dan  pertanyaan-
pertanyaan  tersebut,  tentunya
menjadikan  suatu  urgensi  dan
pemikiran  dalam  mewujudkan
pertahanan negara yang tangquh
dan kuat, sebagai wusaha untuk
menegakkan  kedaulatan  negars,

mempertahankan keutuhan wilayah
NKRI, dan melindungi keselamatan
segenap bangsa.

Peluang Dan Tantangan

Konsep Geopolitik dan Geostrategis

dalam  kerangka NKRI  karangan
Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH.
MS. MH. menyebutkan: Geopolitik

adalah  politik atau kebijaksanaan
dan strategi nasional yang didorong

20th Century

Automated producti

Industry 4.0
Intelligent producti

Sumber: medium.com

oleh aspirasi nasional geografis serta
berdampak langsung/tidak langsung
terhadap  sistem  politik  suatu
Negara.  Sedangkan Geostrateqgis
adalah kebijakan pelaksanaan yang
menentukan  tujuan-tujuan  dan
sarana serta cara penggunaan sarana
tersebut untuk mencapai  tujuan-
tujuan yang telah ditentukan dengan
memanfaatkan  kondisi  geografis
suatu negara.

Revolusi  industri  gelombang
keempat  (4.0) ini  merupakan
kelanjutan dan tentu tetap bertopang
pada Revolusi Industri Ketiga (3.0).
Kondisi tersebut, ditandai dengan
bersatunya  beberapa  teknologi,
sehingga kita melihat dan merasakan
suatu era baru terdiri atas 3 (tiga)
bidang ilmu yang independen, yaitu:
fisika, digital, dan biologi. Hal ini juga
ditandai  dengan  berkembangnya
Internet  of/for ~ Things  yang
kehadirannya begitu cepat.

Revolusi industri 4.0  akan
membawa banyak dampak perubahan
dengan  segala  konsekuensinya,
yang dari sisi positif adalah adanya
koneksitas sehingga terjadi tingkat
efektif dan efisien. Namun pada
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sisi negatifnya adalah adanya risiko
berkurangnya Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tergantikan oleh mesin
atau robot, tuntutan kualitas dan
kompetensi SDM, sehingga mampu
lebih  kompetitif di era transisi
teknologi  saat ini. Yang paling
penting adalah dampak dan pengaruh
revolusi industri 4.0 terhadap aspeks
pertahanan negara.

Pertahanan  Negara  ditinjau
dari apeks wawasan geostrategis
(astagatra) yang  bersifat  Statis
(trigatra), menunjukan (1) kondisi
geografi Indonesia terdiri dari pulau-
pulau dan terletak pada posisi silang
sebagai lalu lintas dunia Internasional,
(2) Kondisi penduduk Indonesia
yang heterogen, penyebarannya
dan tingkat pendidikan serta tingkat
kesejahteraan yang belum merata,
dan (3) potensi SDA Indonesia yang
melimpah mengindikasikan bahwa
kesejahteraan masyarakat tentunya
cukup bahkan berlimpah.

Adapun yang bersifat Dinamis
(Pancagatra) ~ dilihat  sisi: (1)
Idiologi. Pancasila sebagai  dasar
negara, falsafah, pandangan hidup
pada dasarnya untuk  menjaga
keutuhan dan kedaulatan  NKRI,
namun  derasnya

perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan
informasi  telah  merubah perilaku
masyarakat, (2) Politik. ~Aspirasi
masyarakat belum dapat tersalurkan
dan terakomodasi dengan baik,
kondisi politik yang tidak kondusif dan
berlakunya sistem multi partai banyak
meninggalkan  persoalan-persoalan
yang rentan gesekan-gesekan dan
konflik, (3) Ekonomi. KKN masih
marak, kesenjangan dan terbatasnya
lapangan pekerjaan serta kehidupan
sosial ekonomi di daerah perbatasan,
maka kondisi tersebut berpotensi
kerawanan diberbagai bidang, dan
(4) Sosial Budaya. Kondisi sosial
budaya masyarakat globalisasi dan
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dapat merusak kondisi

sosial budaya masyarakat. baru bagi ekonomi, sosial, maupu

pengembangan diri pribadi.

Sementara ditinjau darisudut Aspe
Wawasan Geopolitik, yang merupaka
suatu telaahan (pandangan) tentang
hubungan antara kehidupan manusi
dan bumi sebagai ruang kehidupa
bagi manusia. Kondisi politik aka
berdampak terhadap sistem politi
negara yang beimplikasi kepadd
geografi negara. Yang secara luaj
akan berpengaruh pada wawasa
nusantara dan ketahanan nasional
dan  apabila  berlangsung  terus
menerus dan tidak ada tatakelol:
dengan baik maka secara akumulati
mempengaruhi integritas, identitas
kelangsungan hidup berbangsa da
bernegara serta tujuan nasional.

Mengapa  transformasi  yand
terjadi saat ini bukan merupaka
perpanjangan atau kelanjutan dar
revolusi digital, melainkan menjad
revolusi transformasi baru (tersendiri)
Secara garis besar, revolusi industr
4.0 merupakan revolusi transformas
melalui integrasi antara dunia internef
atau online dengan dunia sebua
industri, sehingga berbagai prose
industri - ditopang dengan berbasig
internet.

Sependapat,  bahwa  revolus
industri 4.0 akan  berimplikas
terhadap Dberbagai perkembanga
sistem  persenjataan  (alutsista
berbasis digital dan otomatisasi, sertd
dapat memunculkan ancaman baru
Sebaiknya hal ini perlu disikapi melalu
peningkatan  kapabilitas,  rancang
bangun dan penguatan postur SD
komponen utama (prajurit TNI) yand
bertopang atau mendudukan dala
Program Rencana Strategis (Renstra
maupun  Minimum  Esential  Forcq
(MEF) pertahanan negara 4.0.

Akumulasi kondisi tersebut di atas
merupakan cerminan dan gambara
terhadap realita kondisi  Indonesia
Namun dengan adanya revolus
industri gelombang keempat (4.0
dengan segala dinamika perubaha
dan dampaknya, maka kesemuanyd
akan berimplikasi terhadap kondis
stabilitas nasional, ketahanan nasiona
dan pertahanan negara.

Dunia saat ini memang tenga
mencermati revolusi industri 4.0 in
secara saksama. Konsekuensi positi
sebagai peluang terdapat didalamnya
begitupun dengan konsekuensinegati
juga terdapat didalamnya sebaga
tantangan yang harus dihadapi.

Sebagai langkah awal dala
menjalankan Program Renstra maupu
MEF Pertahanan Negara 4.0, yand
menjadi fokus implementasinya, yait
pendidikan, pelatihan, kompetensi
penelitian dan pengembangan.

Selanjutnya pada tataran Industr

a. Peluang. pertahanan yang merupakan tulang
punggung dan penopang pertahana
Kehadiran revolusi industri  4.(EEEEEARdEEDLENIRET TSROV

4.0 dapat membawa pengaru
yang besar dalam hal daya saing
alutsista dan kontribusinya terhadap
pertahanan negara 4.0. Sehingga padd
akhirnya nanti akan menuju kepadd

memang menghadirkan usaha baru
lapangan kerja baru, profesi bar
yang tak terpikirkan sebelumnya
yaitu dengan munculnya transporta
dengan sistem ride-sharing (berbasis

aplikasi). Dengan [QIIPLSE  kemandirian  Industri - pertahana
yang demikian, maka RevolusiOEEERRE RN NE DS CTINIE
Industri 4.0 mempunyai  potensIGEIEIMEEN GRS ERNETREIV)IED

memberdayakan individu

masyarakat, karena revolusi industr
fase ini dapat menciptakan peluang

Adapun peluang lainnya adalah
Industri pertahanan 4.0 di Indonesid
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dijadikan daya tarik bagi investor luar
negeri maupun domestik di Indonesia.
Selain itu agar industri dalam negeri
bisa lebih produktif dan semakin baik
yang disertai dengan peningkatan
kemampuan SDM dalam mengadopsi
teknologi, sehingga sanggup bersaing
dengan negara-negara lain.

Dari beberapa gambaran peluang
yang akan didapatkan dari kehadiran
revolusi industri 4.0, maka kita perlu
menqgubah mindset , paradigma,
doktrin dan budaya terkait perubahan
itu merupakan suatu peluang dan
tantangan ~ maupun  perubahan
merupakan keniscayaan yang tidak
bisa dihindari serta teknologi itu tidak
sulit, dengan berusaha untuk terus-
menerus meningkatkan kemampuan
belajar, keterampilan yang sesuai
dengan kebutuhan era industri 4.0.

b. Tantangan.

Pada sisi tantangan,

secara disadari atau tidak disadari
juga akan membawa konsekuensi
pada aspek Pertahanan Negara
terkait ancaman non militer. Untuk itu
faktor kehati-hatian sangat diperlukan
terhadap seluruh unsur non militer
yang akan mencederai stabilitas
nasional, ketahanan nasional bahkan
kedaulatan wilayah negara Republik
Indonesia.

Kemerdekaan yang sudah diraih
akan menjadi sia-sia apabila tidak
bisa atau tidak mampu membangun
kedaulatan negara tersebut. Maka
kedaulatan energidan pangan menjadi
mutlak untuk dapat diwujudkan dan
tidak ketergantungan kepada negara
lain. Sisi lain, konstelasi geopolitik
dan geostrategis menjadikan enegi
sebagai faktor utama kepentingan
nasional  menempatkan  menjadi
agenda penting bagi negara -negara

maju.

Untuk itu, ke depannya akan
diarahkan kepada pengembangan
kapabilitas SDM komponen utama
(prajurit TNI) melalui peningkatan

pengetahuan  (Knowledge)  dan
peningkatan  Ketrampilan  (Skill),
meningkatkan  porsi  riset,  serta
penelitian ~ dan  pengembangan

melalui skema APBN.

Disamping itu bentuk antisipasi
dari tantangan ini yaitu memberikan
insentif bagi pengembangan kualitas
SDM di Perguruan Tinggi Negeri
maupun  Perguruan Tinggi Swasta.
Dan yang lebih utamanya lagi adalah
mengoptimalkan peran penting anak-
anak bangsa untuk bereaksi dalam
mengatasi  permasalahan  bangsa
dari dampak dan pengaruh revolusi
industri 4.0 agar ketahanan nasional
Indonesia tetap terjaga.

10 STRATEGI PRIORITAS NASIONAL
UNTUK MAKING INDONESIA 4.0

Making Indonesia 4.0, sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi

memasuki Industri 4.0 untuk mencapai 10 besar ekonomi terkuat dunia di tahun 2030.

revolusi  Industri 4.0
bisa menyebabkan
berbagai permasalahan
bangsa Indonesia.
Khususnya terjadi
adanya  pengkerdilan
dan marginalisasi
(peminggiran)
suatu kelompok
secara  luas  yang
dapat  memperburuk
kepentingan sosial,
kohesi sosial, bahkan
dapat pula merusak
interelasi  (hubungan)

antar manusia. Selainitu
juga dapat menciptakan
risiko  keamanan dan
menumbuhkan  resiko
ancaman baru terhadap
pertahanan negara dari
dampak atau pengaruh

revolusi Industri 4.0
tersebut.
Memasuki  revolusi 7 Menarik

industri 4.0 Indonesia,

Mendesain Ulang
Zona Industri E_\

Perbaikan Alur
Aliran Material

Investasi Asing

Peningkatan
Kualitas SOM

dan Kebijakan

Pemberdayaan
UMKM

8 Harmonisasi Aturan q Membannjun Infrastruktur

Digital Nasional

Menerapkan Insentif
Investasi Teknologi

Pembentukan
Ekosistem Inovasi

tf:.: -

{4

10 Akomodasi Standar
Sustainability

Sumber:satelitberitacom
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Pembangunan  Kapabilitas SDM

Secara Menyeluruh

Era revolusi industri 4.0 memiliki

konsekuensi  menuntut perubahan
kualitas  Sumber Daya Manusia
(SDM) serta membawa distruksi

maupun implikasi terhadap standar
yang sudah ada. Untuk menghadapi
revolusi industri 4.0 harus diikuti
pembangunan kapabilitas SDM secara
besar-besaran  dan  menyeluruh.
Untuk mewujudkan upaya tersebut,
dibutuhkan pemimpin yang open
mind dan siap menghadapi perubahan
situasi yang sangat cepat, berubah-
ubah dan tidak terduga. Disamping
itu diperlukan juga seorang pemimpin
yang memiliki orientasi pada hasil
(result oriented) dan bukan kepada
orientasi kepada prosedur (procedure
oriented) serta harus dapat bersinerqi
dengan seluruh sistem kerja yang
terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.0

Hadirnya Revolusi Industri

akan  melahirkan

pengaruh  dan

dampak berbagai bentuk, sifat dan
jenis ancaman baru. Oleh karena itu
Kementerian Pertahanan (Kemhan)
dalam mengatisipasi dari  dampak
maupun pengaruh Revolusi Industri
4.0 terhadap ancaman baru, membuat
kebijakan pertahanan yang meliputi
pembinaan kekuatan dan kemampuan
pertahanan negara secara menyeluruh
dan berkesinambungan.

Revolusi  yang  fokus  pada
pembangunan  SDM  Pertahanan
Negara  adalah  pengembangan
kapabilitas SDM pada sisi kemampuan
maupun kekuatan komponen utama
(prajurit — TNI). Pengembangan
kemampuan maupun kekuatan yang
dimaksud adalah  melalui  sistem
pendidikan dan latihan yang mengarah
pada digitalisasi dan otomatisasi,
penelitian dan pengembangan, serta

pengawakan  organisasi  berbasis
kompetensi.

Revolusi  Industri 4.0  akan
mewujudkan  suatu  pertahanan

negara secara Profesional, Efektif,
Efisien dan Modern (PEEM). Selain itu
kesiapsiagaan operasional pertahanan
akan menjadi lebih tinggi dengan
mensinergikan pola kekuatan Tri Matra
terpadu dalam menghadapi berbagai
permasalahan yang ditimbulkan dari
pengaruh Revolusi Industri 4.0.

Peningkatan  kapabilitas  dan
penguatan postur SDM komponen
utama (Prajurit TNI) dalam menghadapi
implikasi era Revolusi Industri 4.0
akan memfokuskan beberapa bidang
untuk di implementasikan, antara lain
sebagai berikut :

1. Pendidikan.
Bidang

bagian  dari
pengembangan

pendidikan  sebagai
pembangunan  dan
kapabilitas  SDM
komponen utama  (prajurit  TNI),
maka kebijakan perlu  diarahkan
pada prioritas penguasaan berbasis
teknologi  digital  dan  teknologi
otomatisasi. Akan tetapi, dalam
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pelaksanaannya tidak dapat bekerja
sendiri, terutama jika  dikaitkan
dengan sarana dan  prasarana.
Dengan demikian sinergitas dengan
Kementerian dan Lembaga Non
Kementerian lainnya, menjadi penting
dalam  proses peningkatan  dan
penyiapan kapabilitas SDM komponen
utama (prajurit TNI).

2. Latihan.

Penggabungan atau koneksitas
teknologi digital, teknologi otomatisasi
dan teknologi cyber dalam sistem
persenjataan dalam sistem pola
operasi secara mandiri  ataupun
gabungan Tri Matra terpadu perlu
diaplikasikan. Maka konsekuensinya
adalah mengarah kepada tuntutan
peningkatan kapabilitas SDM
komponen utama  (prajurit  TNI)
yang memerlukan latihan secara
terpogram, baik bersifat mandiri
maupun gabungan. Hal ini sekaligus
untuk menquji kemampuan, dan juga
diharapkan kesiapsiagaan operasional

individu maupun satuan terpelihara.
3. Kompetensi.

Seiring tuntutan core business
(Kompetensi/Beban  Kerja)  dan
pengaruh  Revolusi  Industri 4.0,
diperlukan adanya upaya pengamatan
serta  usaha untuk  melakukan,
mencampurkan dan  mencocokan
(Mix and Match) dengan outcome
basis kinerja. Maka perlu dilakukan
penilaian (Assessment) untuk
mengidentifikasi Kompetensi Perilaku
Pokok (Hidden berupa Kepribadian/
Personality) yang dibutuhkan
organisasi,  yaitu: (1)  Kognitif
(berupa Pemecahan Masalah dan
Pengambilan Keputusan), (2) Afektif
(berupa Kolaborasi dan Pengelolaan
SDM) dan (3) Psikomotor (berupa
Perencanaan dan Pengelolaan Kerja
serta Keteraturan dan Disiplin).
untuk

Sedangkan menjawab

kebutuhan Kompetensi dari bidang
keilmuan (Knowledge), maka daya

tanggap dan konsep dasar menjadi
penggerak  seseorang  (Personal
Characteristic)y — untuk  melakukan
kegiatan (Action) yang menghasilkan
perilaku kerja (Job Performance).

4. Penelitian dan pengembangan
(Research and Development).

Sebagai proses yang digunakan
untuk mengembangkan dan
memvalidasi sesuatu obyek, maka
perlu mempertimbangkan tujuan yang
biasanya berisi dua informasi, yaitu (1)
masalah yang akan dipecahkan dan
(2) spesifikasi yang akan dihasilkan
untuk memecahkan masalah tersebut.
Rumusan masalah tersebut sudah
benar dilakukan untuk memperbaiki
kekurangan, dan selanjutnya adalah
proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan budaya penelitian
dan  pengembangan  (Litbang)
dilakukan untuk menghasilkan sesuatu
hal baru (inovasi) yang bertujuan
untuk meningkatkan kapabilitas dan
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kompetensi SDM komponen utama
(prajurit TNI). Litbang juga dilakukan
untuk menghasilkan inovasi dalam
rangka modernisasi alutsista guna

mengantisipasi  berbagai ancaman
sebagai bentuk pengaruh Revolusi
Industri 4.0.

Penutup

Revolusi Industri 4.0 sejatinya
merupakan  penggabungan  tren
teknologi digital dengan teknologi
otomatisasi,  tentu  mempunyai
pengaruh luas terhadap berbagai

sektor / bidang, termasuk bidang
pertahanan negara. Esensi revolusi
Industri 4.0 dicetuskan  pertama
kali pada 2011 oleh Jerman yang
merupakan  kelanjutan  Revolusi
Industri Ketiga (3.0), dengan ditandai
bersatunya  beberapa  teknologi,
sehingga kita melihat dan merasakan
suatu era baru terdiri atas 3 (tiga)
bidang ilmu yang independen, yaitu
. fisika, digital, dan biologi yang
bisa meningkatkan “Efisiensi” dan
“Peningkatan kualitas hasil”.

Kaitannya terhadap pertahanan

negara, revolusi Industri 4.0 dapat
memberikan perlindungan akan
terciptanya  stabilitas  nasional,
ketahanan nasional dan  wilayah
kesatuan ~ NKRI.  Disisi  aspek
komponen utama (TNI), diharapkan
mampu memberikan efisiensi dalam
pembangunan  kapabilitas  SDM
komponen utama (prajurit TNI), postur
dan gelar TNI.

Namun jika dihadapkan proses
penggabungan  teknologi  digital
dengan teknologi yang diakibatkan
dari dampak Revolusi Industri 4.0,
maka akan berpengaruh kepada
tuntutan akan modernisasi alutsista,
pengawakan alutsista serta
pengawakan organisasi, baik dari sisi
waktu, jumlah maupun biaya.

Sementara itu dengan
kehadiran era Revolusi Industri 4.0
akan melahirkan persoalan baru
(tambahan) di bidang pertahanan
negara, khususnya pada aspek
dimensi ancaman akan lebih menjadi
kompleks dan timbulnya ancaman
baru.  Sehingga pada  akhirnya
diperlukan peningkatan kesiapsiagaan

operasional  satuan TNl sebagai
alat pertahanan untuk menegakan
kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah dan melindungi
keselamatan bangsa. Selain itu juga
kesiapsiagaan operasional TNI dalam
menjalankan  tugas OMP, OMSP
dan ikut secara aktif dalam tugas
pemeliharaan perdamaian regional
dan internasional.

Kemampuan untuk  menyikapi
dan mengadaptasi pengaruh
perubahan di era revolusi Industri 4.0
dalam menjaga stabilitas nasional,
ketahanan nasional dan  wilayah
kesatuan NKRI menjadi hal yang
pokok dan wurgens karena berbasis
teknologi. Pada akhirnya pengaruh
perubahan era Revolusi Industri
4.0 diharapkan dapat membawa
kesejahteraan masyarakat yang lebih
baik serta dapat mewujudkan kondisi
pertahanan yang lebih tangquh,
stabilitas nasional, ketahanan nasional
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Oleh:
Dr (Cand). Bangun Putra Prasetya., SE., M.Sc.,CERG
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang

Merunut dalam sejarah, lahirnya
Pancasila dimulai pada saat pidato 1
Juni 1945 yang dikumandangkan oleh
Ir. Soekarno. Dalam pidato tersebut
disampaikan usulan dasar Negara
Indonesia, yang berisikan lima dasar
negara Indonesia yang dikenal dengan
sebutan Pancasila. Namun dalam
pidato tersebut, Soekarno tidak hanya
menyampaikan satu usulan saja,
melainkan tiga usulan yang dikenal
dengan istilah Pancasila, Trisila, dan
Ekasila. Soekarno mengusulkan lima
dasar Negara diperas menjadi tiga
(Trisila), yakni: Sosio Nasionalisme:
mengandung prisip kebangsaan dan
perikemanusiaan yang menegaskan
pentingnya hubungan antar bangsa
atau dasar kemerdekaan dan keadilan

yang sesungquhnya. Sosio Demokrasi:
menegaskan tegaknya keadilan

sosial sebagai syarat terciptanya
kesejahteraan sosial dan Ketuhanan
yang berkebudayaan: menegaskan
bahwa tidak boleh ada deskriminasi
antar umat beragama, baik agama
yang diakui UUD 1945, maupun

yang tidak diakui. Karena sebagai
makhluk ciptaan Tuhan dan mengakui
adanya Tuhan, seharusnya adanya
saling menghargai dan menghormati
perbedaan agama satu dengan yang
lain.

Dalam bentuk yang lebih sederhana
lagi, Soekarno menawarkan memeras
Trisila menjadi satu (Ekasila) yaitu
gotong royong. Gotong royong

mengandung arti bahwa hidup
tolong menolong dalam tradisi
masyarakat Indonesia, tidak hanya
merupakan wujud keterikatan

sosial antar satu dengan yang lain,
tetapi lebih dari itu memiliki makna
religius spiritual yang sakral dalam
menjalin hubungan dengan sang
pencipta. Esensi Ekasila yaitu sebagai
penyederhanaan isi dari Pancasila,
agar lebih mudah memahami

dan mengimplementasikan, yang
didalamnya telah mengandung
unsur dan makna yang sama dengan
Pancasila dan Trisila.

Terlepas dari tujuan penyederhanaan
tersebut, adanya tujuan tersirat dalam
munculnya Ekasila, supaya tujuan
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revolusi untuk Indonesia dapat tercapai yakni Indonesia
dapat berdikari (berdiri di kaki sendiri). Makna tersirat
lainnya yaitu tidak munculnya ambiguitas dari berbagai
suku yang menopang berdirinya negara Indonesia.
Saling gotong royong satu dengan yang lain dalam
mewujudkan keselarasan dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan beragama.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
Bangsa

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang
filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang
yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut
menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi
oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan
mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi
pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan.

Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak
hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang
lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian
sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan,

orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan.

Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi
dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam
kehidupan manusia.

o
a

-

2 /
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Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar
Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka
acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan
nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai
konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa
Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara
dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan
objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara
Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi
atau persekutuan hidup manusia. Oleh karena itu
tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan
dan tolak ukur penyelenggaraan bernegara termasuk
dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan
nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat
dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, ragas,
pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat,
pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan
manusia secara totalitas.

Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam
pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan
ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila.
Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan
pada dasar moralitas ketuhanan (sila | Pancasila) dan
kemanusiaan (sila Il Pancasila). Hal ini untuk menghindari
adanya persaingan bebas. Ekonomi yang humanistik
mendasarkan pada tujuan untuk mensejahterakan
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rakyat luas. Sistem ekonomi tidak hanya mengejar
pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan seluruh
bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi
kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih
sejahtera.

Pancasila sebagai paradigma pengembangan
ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat
Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi
lebih mengacu pada pembangunan Sistem
Ekonomi Indonesia. Dengan demikian menunjuk
pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan
atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau
pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau
Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarko telah
mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu
ekonomi yang humanistis yang mendasarkan
kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan
ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan
saja melainkan demi kemanusiaan dan demi
kesejahteraan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

Lemahnya Pengelolaan Kegiatan Lembaga
Kerjasama Antar Daerah/Lembaga

Seiring dengan perkembangan globalisasi,
pemaknaan terhadap esensi Pancasila dalam
hal ini semangat gotong royong sebagai intisari
Pancasila menjadi terdegradasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Hal ini ditunjukkan
dengan lemahnya kerjasama antar daerah ataupun
lembaga dalam membangun kehidupan bersama.
Tidak terintegrasinya kegiatan yang dilakukan
oleh Regional Management dengan kegiatan
yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Hal ini menjadi faktor penyumbang penting
rendahnya kinerja lembaga kerjasama antar
daerah. Untuk bisa menghasilkan kinerja outcome
sebagaimana yang diharapkan, peran OPD terkait
sangat penting karena merekalah yang memiliki
sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan
untuk bisa menjalankan fungsi pembangunan.
Dalam konteks pembangunan regional, tujuan
pembangunan bisa dicapai apabila OPD terkait
di masing-masing kabupaten bekerjasama untuk
menyelesaikan permasalahan yang berskala lintas
daerah. Selama ini agenda program kegiatan dari
lembaga kerjasama antar daerah hanya dilakukan
oleh regional manager tanpa melibatkan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari masing-masing

daerah. Dengan kata lain aktivitas yang dilakukan
oleh lembaga kerjasama antar daerah belum
mampu menumbuhkan aktivitas “aksi bersama”
(collective action) bagi penyelesaian masalah
pembangunan pada tingkatan regional.

Hal ini perlu diperhatikan terkait pola
kelembagaan antar daerah/lembaga yang akan
dijalin. Pilihan pola kelembagaan dari lembaga
kerjasama antar daerah/lembaga yang dilakukan
selama ini adalah dalam bentuk “Lembaga
Kerjasama”. Pilihan pola kerjasama ini dipandang
sudah tepat, mengingat ada dua tujuan yang hendak
dicapai yaitu (1) tujuan pembangunan, dengan
penekanan pada sinkronisasi dan pensinergian
program pembangunan ekonomi antar daerah/
lembaga; (2) tujuan pemasaran, yang lebih
menekankan pada pemasaran produk-produk
ataupun hasil khas dari daerah lokal. Pencapaian
dua tujuan ini sangat membutuhkan format
kelembagaan dalam bentuk Lembaga Kerjasama,
karena format ini memiliki kewenangan, lingkup
otoritas dan pola relasi antar anggota yang dapat
mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Namun demikian, di dalam prakteknya format
kelembagaan lembaga kerjasama antar daerah/
lembaga dalam bentuk “Lembaga Kerjasama” ini
tidak bisa berjalan dengan baik untuk mencapai
tujuan. Hal ini disebabkan “Lembaga Kerjasama”
tidak menjalankan kewenangan yang dimilikinya
secara penuh, hanya memiliki lingkup otoritas yang
terbatas serta pola relasi antar anggota yang sangat
cair. Ada empat kewenangan yang seharusnya
dijalankan kelembagaan kerjasama antar daerah
dalam bentuk “Lembaga Kerjasama”, yaitu; (1)
Information networks: forum yang berfungsi
sebagai pertukaran informasi mengenai kebijakan
dan program, teknologi dan solusi potensial atas
masalah-masalah bersama; (2) Developmental
networks: Adanya keterlibatan anggota yang lebih
tinggi, tidak hanya sekedar pertukaran informasi
tetapi dikombinasikan dengan pendidikan dan
pelayanan yang secara langsung meningkatkan
kapasitas informasi daerah untuk melaksanakan
solusi atas masing-masing persoalannya; (3)
outreach networks: jaringan antar daerah lebih
solid dengan adanya program strategi untuk
masing-masing daerah yang diadopsi dan
dilaksanakan di daerah lain; dan (4) action networks:
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daerah-daerah secara bersama-sama
membuat serangkaian program

aksi bersama-sama yang dijalankan
oleh masing-masing daerah sesuai
dengan proporsi dan kemampuannya
masing-masing.

TNI Pioner Pembangunan Ekonomi
Berasas Pancasila

TNI adalah Tentara Nasional
Indonesia sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 34 tahun 2004
tentang Tentara Nasional Indonesia
Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa
TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat,
TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan
Udara yang melaksanakan tugasnya
secara matra atau gabungan di
bawah pimpinan Panglima. Berbagai
program telah dilaksanakan TNI
dalam membantu mengamanankan
kehidupan berbangsa dan bernegara
terhadap berbagai macam faktor
khususnya bidang lemahnya ekonomi

di masyarakat. Dengan berbagai
program tersebut diharapkan
mampu membantu pertumbuhan
ekonomi. Akan tetapi, dengan
adanya berbagai masalah yang ada
di masyarakat, terdapat beberapa
yang perlu diperhatikan dalam
melaksanakan program kegiatan
yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah diantaranya
faktor Sumber Daya Manusia, faktor
Sumber Daya Alam, faktor lImu
Pengetahuan dan Teknologi, faktor
Budaya, serta Sumber Daya Modal.

TNI Manunggal Membangun
Desa (TMMD) merupakan salah satu
program sebagai wujud Operasi
Bhakti TNI, yang merupakan program
terpadu lintas sektoral antara TNI
dengan Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen dan
Pemerintah Daerah serta komponen
bangsa lainnya, yang dilaksanakan
secara terintegrasi bersama

“’Sumber:ikodim0822.web'id

masyarakat, guna meningkatkan
akselerasi kegiatan pembangunan

di daerah pedesaan, khususnya
daerah yang tergolong tertinggal,
terisolasi, perbatasan, dan daerah
kumuh perkotaan serta daerah lain
yang terkena dampak akibat bencana.
Dengan program tersebut, dapat
diartikan bahwa TMMD merupakan
implementasi dari ekonomi Pancasila.

Kegiatan yang dilaksanakan
meliputi kegiatan fisik, merehabilitasi
sarana dan prasarana yang di daerah,
meningkatkan sarana prasarana
wilayah yang berada di pedesaan
berupa infrastruktur, fasilitas umum
dan sosial sedangkan kegiatan
non fisik, meningkatkan kesadaran
berbangsa dan bernegara di
kalangan masyarakat, kesadaran bela
Negara, penegakan hukum, disiplin
nasional dan pengetahuan lainnya
yang dibutuhkan oleh masyarakat
pedesaan, seperti keluarga
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berencana, kesehatan, pertanian,
peternakan, perikanan, dan lain-lain
melalui penyuluhan atau kegiatan
lainnya yang sifatnya memberikan
pencerahan dan penguatan jatidiri
bangsa.

TNI Penggerak Pembangunan
Infrastruktur mewujudkan Ekonomi
Berkelanjutan

Selaras dengan prinsip
pembangunan yang dijelaskan
oleh lembaga Bank Indonesia yang
menyebutkan bahwa Modal fisik
(physical capital) dan sumber daya
manusia (human capital) berperan
penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Ketersediaan modal fisik sangat terkait
dengan ketersediaan dana investasi.
Pada kasus perekonomian Indonesia,
meski kinerja pertumbuhan belum
mencapai rata-rata prakrisis Asia,
namun fundamental perekonomian
yang cukup kuat, disertai dengan
perbaikan risiko makro dan mikro

perekonomian, telah mendorong
berbagai lembaga internasional

untuk memberikan penilaian positif
terhadap prospek perekonomian
Indonesia. Hasilnya, Indonesia kembali
dikategorikan pada peringkat layak
investasi (investment grade) oleh
beberapa lembaga internasional.

Sehubungan dengan hal
tersebut Pembangunan infrastruktur
merupakan salah satu aspek
penting untuk mempercepat proses
pembangunan nasional. Infrastruktur
juga memegang peranan penting
sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi. Menurut
Prof. Dr. Sunyoto Usman bahwa
infrastruktur sangat penting dalam
menyediakan pelayanan untuk
mendukung pembangunan ekonomi
dan meningkatkan kualitas hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 38
tahun 2004 tentang jalan, dijelaskan
bahwa peran infrastruktur jalan

adalah sebagai bagian prasarana
transportasi yang mempunyai peran
penting dalam bidang ekonomi, sosial
budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Selain itu, jalan
sebagai prasarana bagi distribusi
barang dan jasa merupakan urat
nadi bagi kehidupan masyarakat,
bangsa, dan negara. Dengan
pembangunan infrastruktur yang
berkualitas, baik yang keras fisik
(jalan, pelabuhan, irigasi), keras
nonfisik (telepon, internet, listrik,

air) memainkan peran vital karena
merupakan penggerak perekonomian.
Infrastruktur berhubungan dengan
tiga hal (Hartanto,2004) pertama,
dukungan dasar bagi pengembangan
pabrik /industri, misalnya, listrik, jalan
dan jaringan telekomunikasi. Kedus,
biaya produksi dan distribusi, baik
bahan baku dan produk jadi. Ketiga,
keterkaitan dengan pasar dan proses
pemasaran.
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Secara lebih rinci penyediaan
infrastruktur terhadap pembangunan
ekonomi adalah sebagai berikut :
(1) mempercepat dan menyediakan
barang-barang yang dibutuhkan,

(2) tersedianya infrastruktur akan
memungkinkan tersedianya barang-
barang kebutuhan masyarakat dengan
biaya lebih murah, (3) infrastruktur
yang baik dapat memperlancar
transportasi yang pada gilirannya
merangsang adanya stabilitasi

dan mengurangi disparitas harga
antar daerah, (4) infrastruktur yang
memperlancar jasa transportasi
menyebabkan hasil produksi daerah
dapat diangkut dan dijual ke pasar
(Basri, 2002).

Berdasarkan beberapa kajian
tersebut, dengan melihat program
TMMD dalam pembangunan
infrastruktur sangat berguna dan
bermanfaat bagi pembangunan dan
keberlanjutan ekonomi suatu wilayah.
TNI' melalui program TMMD mampu
membuka akses dan simpul-simpul
wilayah sebagai tempat produksi

berbagai produk-produk ungqgulan
daerah yang notabene secara
aksesabilitas belum memadai. Oleh
sebab itu, langkah pembangunan fisik
yang dilakukan oleh TNI sangatlah
tepat Pembangunan infrastruktur
merupakan salah satu aspek penting
dan vital untuk mempercepat proses
pembangunan nasional. Infrastruktur
memegang peranan penting dan
strategis dalam menggerakkan roda
perekonomian.

Pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM) Dalam Mendukung
Pembangunan Ekonomi

Di samping pembangunan fisik,
aspek pembangunan nonfisik juga
menjadi sasaran penting dalam
pelaksanaan program TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD).
Pembangunan nonfisik sangat
dibutuhkan dan diharapkan mampu
untuk membangun dan memperkokoh
jiwa nasionalisme masyarakat
dari berbagai ancaman bangsa.
Pembangunan nonfisik yang dilakukan

dapat melalui pembangunan sumber
daya manusia. Dalam pembangunan
ekonomi suatu negara faktor yang
berperan penting, salah satunya
adalah sumber daya manusia (SDM).

Keadaan SDM suatu negara
sangat mempengaruhi pembangunan
ekonomi negara tersebut. Untuk dapat
mempercepat tingkat pembangunan
ekonomi maka diperlukan SDM
yang ungqul diberbagai bidang.
Minimal ada empat kebijakan
pokok dalam upaya peningkatan
sumberdaya manusia (SDM),
yaitu : (1) Peningkatan kualitas
hidup yang meliputi baik kualitas
manusianya seperti jasmani, rohani,
dan kejuangan, maupun kualitas
kehidupannya seperti perumahan
dan pemukiman yang sehat; (2)
Peningkatan kualitas SDM yang
produktif dan upaya pemerataan
penyebarannya; (3) Peningkatan
kualitas SDM yang berkemampuan
dalam memanfaatkan,
mengembangkan, dan menguasai
IPTEK yang berwawasan lingkungan,

EEL LT T i —"

s
4

O ET S
Sumber: maritimnews.com

EDISI MARET-APRIL 2019
VOLUME 2/ NOMOR 2




serta (4) Pengembangan
kelembagaan dan perangkat hukum
yang mendukung peningkatan
kualitas SDM. Secara operasional,
upaya peningkatan kualitas SDM
dilaksanakan melalui berbagai sektor
pembangunan, antara lain sektor
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
sosial, kependudukan, tenaga kerja,
dan sektor-sektor pembangunan
lainnya (Mulyadi S, 2003:2).

Terkait beberapa teori tersebut,
pembangunan sumber daya manusia
yang dihimpun oleh TNI melalui
programnya yaitu TMMD non fisik
dipandang sangatlah relevan dengan
perkembangan kehidupan berbangsa
dan bernegara saat ini. Program
TMMD non fisik tersebut merupakan
upaya yang tepat yang dilakukan
dalam meningkatkan sumber daya
manusia khususnya masyarakat
mampu memahami perkembangan
kehidupan sesuai dengan eranya,
serta masyarakat mampu memahami
kondisi perkembangan sosial dan
budayanya guna menunjang kualitas
hidup sebagai warga negara dan
diharapkan dengan perkembangan
sumber daya manusia tersebut
mampu berkontribusi dalam
pembangunan daerah khususnya
pembangunan ekonomi wilayah
dengan pemanfaatan kondisi sekitar
sebagai sarana dan prasarana dalam
memenuhi kebutuhan dan mencapai
ketahanan ekonomi wilayah.

Sinkronisasi Pembangunan Dalam
Mencapai Ekonomi Pancasila

Program TMMD adalah program
lintas sektoral yang melibatkan
TNI, Polri, Kementerian /Lembaga
Pemerintah dan non Kementerian
serta segenap lapisan masyarakat
untuk membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat,
memantapkan wawasan kebangsaan

serta membangun persatuan dan
kesatuan bangsa dalam rangka
menjaga keutuhan NKRI. Program
TMMD yang kita laksanakan selama ini
sejalan dengan Visi Pemerintah saat
ini yaitu terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandasan Gotong Royong.

Hal ini menjadi dasar dalam pola
pembangunan nasional yang selalu
menerapkan asas gotong royong
dalam setiap lini kemasyarakatan.
Program TMMD ini mengajarkan
kita betapa pentingnya semangat
gotong royong dalam pembangunan
suatu wilayah bahkan pembangunan
nasional. Melalui pembangunan
berdasarkan semangat gotong royong,
dari semula pekerjaan yang berat
menjadi ringan dan berbagai masalah
yang ada dimasyarakat dapat teratasi
secara keberlanjutan. Dalam hal
kaitan sinkronisasi ini terlihat adanya
kesesuaian antara visi dan misi
serta implementasi para pemangku
kepentingan guna mengatasi
permasalahan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara yang
difasilitasi oleh program tersebut. dari
mana terjadi singkronisasi tersebut?

Pembangunan infrastruktur
yang digagas dan menjadi prioritas
program fisik TMMD, khususnya akses
jalan antar wilayah yang mampu
membuka jalan atas keterisolasian
akses transportasi, selain itu karena
keterbatasan akses transportasi
menjadikan akses informasi pun juga
terbatas. Keterbatasan informasi ini
menjadikan masyarakat yang ada
didalamnya seperti tidak merasakan
kemerdekaan yang sesungquhnya
dan berdampak pula dalam
pengembangan kualitas hidup sebagai
warga negara.

Lalu bagaimana dengan
pengamalan Pancasila dalam

kaitannya dengan TMMD dan
Ekonomi? Perlu diketahui bersama,
bahwa TMMD berdasarkan
implementasi merupakan salah
satu contoh dalam pengamalan
Eka-Sila yaitu gotong royong. Lalu
terkait dengan Pancasila sesuai
dengan runtutan diatas terdiri dari 5
Sila, yang dalam hal ekonomi, Sila
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia merupakan induk dalam
mewujudkan kehidupan ekonomi
yang berkelanjutan.

Tidak dapat dipungkiri oleh
siapapun warga bangsa Indonesia dan
juga bangsa-bangsa di dunia bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdiri di atas suatu landasan pokok
kaidah negara yang fundamental
(staatsfundamentalnorm) yakni
Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Sebagai sebuah pokok kaidah
negara yang fundamental maka
secara ilmiah tentu saja Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki
beberapa unsur mutlak yaitu:
pertama, dalam hal terjadinya,
ia ditentukan oleh pembentuk
negara dan dinyatakan dalam suatu
pernyataan lahir sebagai penjelmaan
kehendak pembentuk negara yang
menjadikan hal-hal tertentu sebagai
dasar dari negara yang dibentuknya;
kedua, dalam hal isinya, memuat
dasar negara yang dibentuk yakni
asas kerohanian negara, asas politik
negara, dan asas tujuan negara atau
Cita-cita negara. (Wreksosuhardjo,
2001).

Dengan berlandaskan pada
pemikiran tersebut, maka sudah
sangat jelas bahwa sejak awal
berdirinya bangsa Indonesia, para
pembentuk negara menempatkan
nilai keadilan bagi masyarakat
sebagai tujuan akhir dari proses
membangun bangsa Indonesia
yang merdeka dan berdaulat.
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Atau dengan penafsiran yang lain, nilai keadilan sosial
telah dipilih oleh pembentuk negara sebagai nilai yang
terpenting dan merupakan tujuan akhir dari proses
pembangunan untuk mengisi kemerdekaan bangsa
Indonesia. Berbicara tentang pentingnya nilai keadilan
bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan mendasar
bagi bangsa Indonesia, bila kita ingin melihat jauh ke
belakang menelusuri keberadaannya, maka hal tersebut
sebenarnya sudah menjadi topik pembahasan atau

topik diskusi yang serius. Plato mengemukakan adanya
empat kebajikan utama yang harus dilakukan dalam
kehidupan bernegara, yaitu: pengendalian diri (discipline),
keberanian/ketabahan (courrage), kearifan (wisdom), dan
keadilan (justice). Dan menurut penilaiannya bahwa dari
keempat kebajikan tersebut keadilan merupakan kebajikan
yang tertinggi dalam menata kehidupan bernegara

yang baik “the supreme virtue of the good state".

Lebih lanjut menandaskan bahwa tugas negara adalah
mempertahankan keharmonisan sosial, mengusahakan

segala kebajikan, dan kebaikan. Dan negara yang ideal
adalah negara yang dipenuhi oleh kebajikan dan kebaikan
yaitu negara yang bersendikan keadilan (Rapar, 1988).

Pandangan tersebut, walaupun dalam tataran yang
sangat luas, tidak spesifik pada lingkup pembangunan
ekonomi, setidaknya cukup menggarisbawahi bahwa nilai
keadilan bagi masyarakat, sudah menjadi nilai penting dan
utama serta harus diupayakan oleh negara demi cita-cita
yang didambakan yakni keharmonisan dan kesejahteraan
sosial atau masyarakat.

Masih dalam kerangka pemikiran yang sama tentang
pentingnya keadilan sosial, bahkan lebih operasional,
Frederickson (1997) mengungkapkan bahwa isu keadilan
sosial menempati posisi yang penting dalam pembuatan
kebijakan publik. Sebagai salah satu instrumen yang nyata
dalam proses pembangunan, hendaknya kebijakan publik
(ekonomi) harus menempatkan keadilan sosial sebagai
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suatu nilai penting dalam pembobotan
nilai yang digunakan, karena keadilan
sosial (social equity) dapat digunakan
- (1) as the basis for a just democratic
society, (2) as in influencing the
behaviour of organizational man,

(3) as the legal basis for distributing
public services, (4) as the practical
basis for distributing public services,
(5) as understood in coumpound
federalism, and (6) as a challenge
for research and anlyasis. Oleh
karenanya dalam membuat dan
mengimplementasikan suatu
kebijakan, secara khusus kebijakan
ekonomi, pemerintah haruslah
mampu memperhatikan nilai keadilan
sosial dalam setiap keputusan dan
tindakan yang dilakukan, sehingga
tidak merugikan masyarakat,

tidak terjadi ketimpangan dalam

masyarakat akibat ketidakadilan
dalam distribusi maupun alokasi
sumber daya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa
keadilan sosial merupakan hal yang
terpenting guna mencapai suatu
masyarakat yang berkemakmuran
dan berkeadilan. Maka bagi bangsa
Indonesia yang beradab dan
menempatkan nilai keadilan sosial
dalam pokok kaidah negara yang
fundamental serta dasar negara
sebagaimana dibicarakan terdahulu,
sudah semestinyalah seluruh strategi
dan kebijakan pembangunan
ekonomi yang dipilih haruslah menuju
kepada cita-cita tersebut. Negara
berkewajiban untuk menciptakan
kemaslahatan bersama. Inilah
hakikat pembangunan ekonomi
yang seharusnya menjadi titik pijak
(stand point) bagi pemerintah
dan birokrasinya dalam upaya
menghasilkan kebijakan-kebijakan
dalam pembangunan ekonomi.™*
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Latihan Gabungan TNl - Pemerintah Daerah Untuk Membangun dan Meningkatkan
Peran Sipil Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pendahuluan

Jika mendambakan perdamaian,
bersiap-siaplah menghadapi perang
(Si vis pacem para bellum) dan
adagium : Perang merupakan jalan
terakhir.... serta adanya resolusi
Badan dunia Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB) terkait dengan prinsip
Consicentivous Objection yang
mengakui bahwa setiap warga
Negara yang atas dasar keyakinannya
dan agamanya berhak menolak
dalam wajib militer karena menolak
penyelesaian konflik dengan senjata.
Menanggapi adagium dan resolusi
tersebut diatas, dapat dilihat bahwa
dalam konteks pertahanan negara
(bukan menyerang suatu negara
lain) maka pengabdian manusia
atau rakyat kepada negaranya
merupakan kewajiban (compulsory),
bukan merupakan optional karena
didalam penjelasan Pasal 27 ayat (3)
Undang-undang Dasar 45 : “Bahwa
setiap warga Negara berhak dan
wajib ikut serta upaya bela Negara”.
Kondisi Negara yang damai,
merupakan kondisi yang disiapkan
oleh seluruh rakyat Indonesia karena
dapat menjadi suatu negara yang
memiliki pertahanan yang kuat

dapat mencegah terjadinya perang.
Semakin berkurangnya jumlah,
pengetahuan dan pengalaman
pimpinan sipil dalam perang atau
operasi militer, menimbulkan bahaya
yang diremehkannya. Dalam hal ini
perlu diingatkan apa yang dikatakan
oleh Sun Tzu (400 SM) : “war is a
matter of vital importance to state,
the road of survival or run. It's
mandatory that it be thoroughly
studied”.

Dalam satu dekade terakhir,
isu sektor keamanan tidak hanya
dimonopoli oleh negara dan militer,
tetapi juga menjadi bagian dari isu
global govermance, seperti halnya
demokratisasi, hak asasi manusia,
lingkungan, dan gender. Kekuatan
masyarakat sipil transnasional
juga ikut menaruh perhatian pada
isu sektor pertahanan negara.
Meluasnya perhatian, baik dari
kalangan eksternal maupun internal
mendorong munculnya paradigma
baru tentang sektor pertahanan
negara yang menempatkan sektor
tersebut dalam area pembangunan
yang lebih luas. Paradigma
tersebut mengedepankan 2 (dua)
fokus perhatian (Arie Sudjito dan

Sutoro Eko.2002. Demiliterisasi,
Demokratisasi, dan Desentralisasi.
Yogyakarta : IRE Press, hal vii):
Pertama, sektor pertahanan

negara harus lebih ditekankan
pada keamanan manusia (human
security) dibandingkan pertahanan
teritorial secara eksklusif. Kedua,
keamanan manusia harus dicapai
dengan paradigma pembangunan
manusia berkelanjutan (sustainable
human development) untuk
menggeser paradigma keamanan
yang menggunakan persenjataan dan
militer.

Implikasi dari perubahan
paradigma tersebut adalah terjadi
pergeseran pemahaman dan
lingkup peran militer dalam konteks
demokratisasi. Pertahanan negara
bukanlah bidang yang berdiri
sendiri, tetapi harus diintegrasikan
dalam agenda pembangunan untuk
mencapai kesejahteraan rakyat.
Dengan kata lain, pendekatan
keamanan (security approach)
harus disatukan dengan pendekatan
kesejahteraan (prosperity approach).
Urusan pertahanan negara yang
ditangani dengan pendekatan
militeristik atau represif melalui
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penggunaan senjata sudah tidak
relevan lagi, karena akan kontradiktif
dengan orientasi kesejahteraan
rakyat yang ingin dicapai.

Perubahan paradigma tersebut
turut berpengaruh terhadap
konsep sistem pertahanan negara,
yang semula menekankan pada
upaya mempertahankan stabilitas
teritorial, kemudian bergeser pada
upaya pemberdayaan wilayah.
Konsep tersebut termuat dalam
UU No. 34 Tahun 2004 tentang
TNI, yang dikenal dengan konsep
pemberdayaan wilayah pertahanan.
(Setneg ,Undang-undang RI
nomor 34 tahun 2004, tentang
Tentara Nasional Indonesia). Esensi
pemberdayaan wilayah pertahanan
disini dapat dijelaskan sebagai
berikut :

1. Membantu pemerintah
menyiapkan potensi nasional
menjadi kekuatan pertahanan
yang dipersiapkan secara dini
meliputi wilayah pertahanan
beserta kekuatan pendukungnya,
untuk melaksanakan operasi
militer untuk perang, yang
pelaksanaannya didasarkan pada
kepentingan pertahanan negara

sesuai dengan sistem pertahanan
semesta.

2. Membantu pemerintah
menyelenggarakan pelatihan
dasar kemiliteran secara wajib
bagi warga negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan,
dan

3. Membantu pemerintah
memberdayakan rakyat sebagai
kekuatan pendukung

Namun, bagaimana
operasionalisasi konsep tersebut
hingga sekarang belum jelas.
Demikian pula, bagaimana
pembagian peran antara pemerintah,
militer dan lembaga terkait dalam
pemberdayaan wilayah pertahanan
juga masih samar-samar.

Kedua isu inilah yang menjadi
‘pekerjaan rumah’ bagi kita untuk
didiskusikan dan dijadikan evaluasi
guna menyusun perangkat hukum
yang sesuai dengan amanat aturan
perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 3

Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara mengamanatkan bahwa
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hakikat pertahanan negara adalah
segala upaya pertahanan bersifat
semesta yang penyelenggaraannya
didasarkan pada hak kewajiban
warga negara serta keyakinan pada
kekuatan sendiri. Arti dari keyakinan
pada kekuatan sendiri disini adalah
semangat untuk mengandalkan
kekuatan sendiri sebagai dasar
pertahanan negara. Mencermati
amanat undang-undang tersebut,
maka sudah sewajarnya Indonesia
sebagai suatu negara kepulauan yang
menempatkan kekuatan manusia
atau rakyat sebagai potensi utama
dalam mengelola pemberdayaan
wilayah pertahanan.

Undang-Undang ini juga
memberikan pengertian tentang
pertahanan negara yaitu
keikutsertaan bangsa Indonesia
dalam mempertahankan negaranya,
serta pemanfaatan seluruh sumber
daya nasional, dan seluruh wilayah
negara dalam usaha pertahanan
negara.(Setneg, Undang-undang
RI'nomor 3 tahun 2002, tentang
Pertahanan Negara.). Selain
itu UU ini juga mengamanatkan
pertahanan negara disusun dengan
memperhatikan kondisi geografis
Indonesia sebagai negara kepulauan,
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serta juga disusun berdasarkan
kesemestaan, sehingga semua warga
negara aktif ikut serta dan terlibat
dalam mempertahankan negara.

Sementara itu sebagai inti
pertahanan negara, Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dibentuk
dan dibina, menjadi profesional,
melalui pendidikan dan latihan
yang berjenjang, terus menerus
dan berkesinambungan. Untuk itu
diperlukan tempat-tempat latihan
dan instalasi-instalasi militer yang
dipayungi oleh ketentuan hukum
dan perundang-undangan tentang
penataan ruang dan tata ruang
pertahanan.

Sebagai contoh, Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat)
yang mampu membentuk pola
pikir manusia yang terlibat dalam
pengelolaan sumber daya nasional
untuk menciptakan kreativitas dan
inovasi seperti pembuatan jalan tol
yang didesign untuk bermanfaat
dalam memobilisasi kekuatan

militer dan sipil yang terlibat dalam
penanggulangan bencana dan
evakuasi dalam bahaya lain. Contoh
lain adanya Lemdiklat yang bisa
membentuk pola pikir manusia
untuk menjaga potensi lahan sawah
dan perkebunan sebagai bekal
logistik dan pangan rakyat jika atau
selama terjadinya perang, bencana,
embargo, terputusnya jalur dukungan
logistik, serta pola pikir terkait
pembangunan kekuatan pertahanan
negara.

Tentang Hakikat Pertahanan
Negara.

Pertahanan Negara adalah segala
usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah
NKRI, dan keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangqguan
terhadap keutuhan bangsa dan
negara.

Secara harfiah substansi
pertahanan negara juga terdapat di
dalam UUD 1945 yang diantaranya

Sunlber:tr_li'é;i,mi-l.id

adalah merupakan pandangan
bangsa Indonesia dalam melihat
tujuan negara, sistem pertahanan
negara, serta keterlibatan warga
negara. Hal ini juga dapat
merefleksikan sikap bangsa Indonesia
yang menentang segala bentuk
penjajahan, yang bertentangan
dengan nilai-nilai kemanusian,
keadilan dan kesejahteraan.

Sejarah pertahanan negara,
merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari penghayatan aspirasi
perjuangan bangsa Indonesia dalam
mewujudkan cita-cita kemerdekaan
dan tujuan nasionalnya, sebagaimana
yang diamanatkan dalam Pembukaan
UUD 1945, yaitu:

1) Melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia,

2) Memajukan kesejahteraan umum,

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan
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4) lkut serta melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.

Sementara itu Pertahanan
Negara sendiri pada hakikatnya
merupakan segala upaya
pertahanan yang bersifat semesta.
Penyelenggaraannya didasarkan
pada kesadaran akan hak dan
kewajiban seluruh warga Negara
serta keyakinan akan kekuatan
sendiri untuk mempertahankan
kelangsungan hidup bangsa dan
Negara Indonesia yang merdeka dan
berdaulat (survival of the nation and
survival of the state).

Sedangkan aspek kesemestaan
mengandung makna pelibatan
seluruh rakyat beserta segenap
sumber daya nasional, sarana dan
prasarana nasional, serta seluruh
wilayah Negara sebagai satu
kesatuan pertahanan yang utuh
dan menyeluruh. Upaya pertahanan
yang bersifat semesta adalah model
yang dikembangkan sebagai pilihan
yang paling tepat bagi pertahanan
Indonesia yang diselenggarakan
dengan keyakinan pada kekuatan
sendiri serta berdasarkan atas
hak dan kewajiban warga negara
dalam usaha pertahanan negara.
Meskipun Indonesia telah mencapai
tingkat kemajuan yang cukup tinggi
nantinya, model pertahanan semesta
tersebut tetap menjadi pilihan
strategis untuk dikembangkan,
dengan menempatkan warga
negara sebagai subjek pertahanan
negara sesuai dengan perannya
masing-masing. Selanjutnya, pada
UUD 1945 juga menetapkan Sistem
Pertahanan Negara (Sishanneq)
yang menempatkan rakyat sebagai
pemeran yang vital, dan pertahanan
negara dilaksanakan dengan Sistem
Pertahanan dan Keamanan Rakyat
Semesta (Sishankamrata). Kemudian
Sishankamrata dijabarkan dalam

Sishanneg, menjadi Sishanneq yang
bersifat semesta.

Makna yang terkandung dalam
Sishankamrata : “rakyat adalah yang
utama dan dalam kesemestaan,”
baik dalam semangat maupun
dalam mendayagunakan segenap
kekuatan dan sumber daya nasional,
untuk kepentingan pertahanan
dalam membela eksistensi NKRI.
Keikutsertaan rakyat dalam
Sishanneg pada dasarnya merupakan
perwujudan dari hak dan kewajiban
setiap warga Negara untuk ikut serta
dalam usaha-usaha pertahanan
negara. Keikutsertaan warga Negara
dalam pertahanan Negara adalah
wujud kehormatan warga Negara
untuk merefleksikan haknya.

Keikutsertaan warga Negara
dalam upaya pertahanan Negara
dapat dilakukan secara langsung,
yakni menjadi prajurit sukarela
Tentara Nasional Indonesia (TNI),
tetapi dapat juga dilakukan secara
tidak langsung, yakni dalam
profesinya masing-masing dapat
memberikan kontribusi terhadap
pertahanan negara (termasuk
pendidik), atau menjadi prajurit
wajib. Sistem Pertahanan Negara
yang bersifat semesta juga bercirikan
kerakyatan, kesemestaan, dan
kewilayahan. Ciri kerakyatan
mengandung makna bahwa orientasi
pertahanan diabdikan oleh dan
untuk kepentingan seluruh rakyat.
Ciri kesemestaan mengandung
makna bahwa seluruh sumber
daya nasional didayagunakan bagi
upaya pertahanan. Sedangkan ciri
kewilayahan mengandung makna
bahwa gelar kekuatan pertahanan
dilaksanakan secara menyebar di
seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan
kondisi geografi sebagai negara
kepulauan.

Usaha untuk menjaga dan
mempertahankan keutuhan wilayah

(territorial integrity) sesuatu Negara
sangat erat hubungannya dengan hak
keberadaan suatu Negara (the right
of national or state existence) yang
dijamin dalam hukum internasional.
Oleh karena itu, hak utama dari suatu
negara adalah keutuhan (integrity)
dari personalitasnya (kepribadian dan
entitasnya) sebagai negara, karena
keberadaan suatu negara merupakan
kondisi yang sangat penting dari hak
apa pun yang dituntut oleh negara
tersebut.

Kemudian, sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum internasional yang
berlaku, Negara juga mempunyai
hak sepenuhnya untuk menjaga dan
mempertahankan kemerdekaan,
kedaulatan dan keutuhan
wilayahnya. Pemahaman arti hak
keberadaan suatu Negara termasuk
hak untuk dapat mengambil
tindakan-tindakan yang dianggap
perlu. Bahkan sampai tindakan
dengan resiko apapun, seperti
tindakan refresif, apabila cara-cara
melalui perundingan, penyelesaian
secara hukum atau cara-cara
damai lainnya memang tidak lagi
dapat berhasil dilakukan. Tindakan
semacam itu, merupakan tindakan
terakhir (the last resort) dapat saja
dilakukan dalam rangka hak suatu
negara untuk membela diri (the
right to self defence), karena adanya
ancaman yang dapat mengancam
kedaulatan, kemerdekaan dan
keutuhan wilayahnya.

Negara mempunyai kedaulatan
dan yurisdiksi sepenuhnya
terhadap wilayahnya sebagai
satu kesatuan yang menyeluruh.
Dengan demikian, maka Negara
tersebut mempunyai hak penuh di
dalam mempertahankan keutuhan
wilayahnya dari segala ancaman,
baik yang datangnya dari dalam
maupun dari luar. Oleh karena
itu, dikatakan bahwa apa yang
dilakukan oleh kekuasaan negara
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atau yurisdiksinya terhadap berbagai wilayahnya tersebut
merupakan kelengkapan dan eksklusif. Dikatakan
lengkap karena Negara tersebut dapat mempunyai akses
terhadap semua wilayah Negara tersebut, termasuk
semua penduduk yang berada di wilayah itu tanpa
memandang nasionalitasnya.

Yurisdiksi Negara terhadap wilayahnya yang bersifat
eksklusif itu diartikan bahwa tidak ada pihak manapun
termasuk negara lain yang mempunyai hak untuk
memaksakan yurisdiksinya terhadap wilayah tersebut.
Dengan demikian, tanpa menqurangi prinsip-prinsip
hukum internasional yang berlaku, wilayah suatu Negara
tidak bisa digangqu qugat (the inviolability of territories
of states). Kewajiban untuk menghormati keutuhan
wilayah sesuatu negara juga telah dicantumkan dalam
Deklarasi Prinsip-prinsip mengenai Hukum Internasional
yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1970 (General
Assembly Declaration on Principles of International
Law Concerning Friendly Relations and Co-operation
Among States in Accordance with the Charter of the
United Nations). Istilah “keutuhan wilayah” ini juga telah
dimasukkan sebagai prinsip tidak diganggu gugatnya
perbatasan antar Negara (principle of inviolability of
frontiers).

Merancang Latihan Gabungan TNI Dengan Melibatkan
Peran Sipil Dalam Pertahanan Negara.

Kebijakan Negara yang tertuang dalam UU RI Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menetapkan
bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah harus
memperhatikan pembinaan kemampuan Pertahanan
Negara, maka hasil pembangunan selain bermanfaat
bagi kesejahteraan rakyat, dalam jangka panjang harus
dapat mendukung kepentingan Pertahanan Negara.

Sehubungan hal tersebut maka kemampuan
Pertahanan Negara harus dibangun, dibina dan
disiapkan semenjak dini, dilaksanakan pada semua
wilayah nasional Indonesia serta merupakan tugas
TNI, Kementerian, Lembaga non Kementerian serta
Pemerintah daerah, sesuai dengan peran, tanggung
jawab dan fungsi masing-masing.

Sementara itu sesuai dengan Doktrin yang diterbitkan
TNI, menetapkan bahwa dalam pelaksanaan tugas
operasi militer, kekuatan yang dilibatkan tidak hanya
TNI tetapi juga institusi diluar TNI dan komponen bangsa
lainnya, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama
antar institusi, agar semua tugas yang dilakukan dapat
terselenggara dengan baik dan berhasil mencapai

sasaran yang ditetapkan. Hal ini juga sesuai dengan
yang dijelaskan dalam Buku petunjuk Induk (bujukin)
Operasi Militer untuk Perang (OMP) (2008,hal 12) bahwa
hakekat Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah
operasi yang dilaksanakan secara terencana dengan
tujuan, sasaran, waktu tempat dan dukungan logistik
yang telah ditetapkan sebelumnya secara terinci, dengan
pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dibantu oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung untuk
melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan
agresi terhadap Indonesia, dan atau dalam konflik
bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, yang
didahului dengan adanya pernyataan perang dan tunduk
pada Hukum Perang Internasional.

Sedangkan dalam Pasal 16 Bujukin Operasi Militer
Selain Perang (OMSP) menyatakan bahwa : “operasi
tempur yang dilaksanakan TNI dalam OMSP baik
berdiri sendiri maupun terpadu dengan lembaga lain,
ditujukan untuk mengatasi kekerasan bersenjata antara
lain terorisme, konflik komunal dan kekerasan senjata
lainnya, dengan prinsip menghentikan kekerasan
bersenjata, untuk menghindari korban yang lebih
besar,...".

Terkait Sistem Pertahanan Negara, dalam UU RI
Nomor 3 Tahun 2002 juga ditetapkan bahwa sistem
Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman militer
menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan
didukung oleh komponen cadangan dan komponen
pendukung. Selain itu dalam UU Pertahanan Negara
ini juga disebutkan bahwa sistem pertahanan negara
dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan
lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai
unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman
yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain
dari kekuatan bangsa.

Penataan ulang Sistem Pertahanan Negara yang
berlangsung, membutuhkan pemahaman secara
komprehensif, tidak hanya pada perangkat payung
hukum, tetapi juga pada aspek struktur, kultur dan sistem
yang akan menjadi landasan implementasi. Prosedur dan
mekanisme penataan ulang membutuhkan pemahaman
yang mendalam tentang perlunya pembedaan tanggung
jawab antara penentu kebijakan pada strata politik
dengan strata yang menetapkan sistem penggunaan
kekuatan pada eselon operasional.

Dengan pemahaman tersebut, dalam implementasi
Sistem Pertahanan Negara membutuhkan sumber daya
Manusia yang menguasai secara mendalam setiap
permasalahan, sehingga didalam sistem pemerintahan
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demokrasi saat ini, pembagian

tugas dan tanggung jawab antar
kementerian dan lembaga sebagai
unsur pelaksana harus dapat berjalan
dengan baik dengan konkrit dan
nyata demi mendukung kepentingan
nasional.

Bersandar kepada sistem
pertahanan yang dianut Indonesia
tersebut maka bisa menjadi salah
satu peluang untuk mengajak
peran aktif komponen bangsa
lainnya dalam mendukung sistem
tersebut, yaitu dengan merancang
penyelenggaraan Latihan Gabungan
(Latgab) TNI bersama seluruh
komponen dan sumber daya yang
tersedia. Institusi diluar TNI dan
komponen bangsa lainnya, juga
membutuhkan latihan dilapangan
secara nyata. Hal ini diperlukan
karena pelibatan kekuatan
komponen pendukung dan cadangan
dalam OMP maupun OMSP harus
melibatkan institusi dan komponen
bangsa lainnya.

Latgab TNI tersebut disimulasikan
bahwa sebagian wilayah NKRI telah
dikuasasi oleh kekuatan musuh,
kekuatan TNI melaksanakan OMP,
begitu pula apabila kondisi sebagian
wilayah NKRI telah terjadi konflik

komunal atau gerakan separatis,
sehingga kekuatan TNI melaksanakan
OMSP. Panglima TNI dengan berbagai
pertimbangan akan menyampaikan
saran kepada Presiden selaku
Panglima Tertinggi Angkatan Perang
untuk menetapkan sebagian wilayah
negara sebagai mandala perang

dan mandala operasi, yang menjadi
bagian dari wilayah pemerintah
daerah otonom.

Meski demikian jauh sebelum
wilayah ditetapkan menjadi mandala
perang/mandala operasi, daerah
otonom berkewajiban melaksanakan
pembangunan untuk kepentingan
kesejahteraan rakyat. (Setneg,
Undang-undang RI Nomor 32 tahun
2004, tentang pemerintah Daerah).
Namun bila daerah ditunjuk menjadi
mandala perang, maka wilayah
tersebut harus dapat mendukung
pelaksanaan OMP maupun OMSP.
Dalam buku Doktrin Pertahanan
Negara (2007, 54) dinyatakan :

“ Penyiapan wilayah Negara
sebagai medan pertahanan
pada dasarnya merupakan
fungsi pertahanan nirmiliter
yang diselenggarakan secara
terpadu, terkoordinasi, dan
lintas departemen/lembaga.

I F

Perwujudannya melalui penataan
ruang nasional, di dalamnya
penataan ruang kawasan pertahanan.
Penyiapan logistik pertahanan
diselenggarakan secara dini dan
terpadu dengan pembangunan
nasional untuk tujuan kesejahteraan.
Penyiapan logistik pertahanan
merupakan hal yang fundamental
dalam mendukung penyelenggaraan
peperangan.Penyiapan logistik
pertahanan merupakan bagian

dari pembangunan pertahanan
nirmiliter yang diselenggarakan
secara terpadu, terkoordinasi,

dan lintas Kementerian/

lembaga. Perwujudannya melalui
pembangunan ekonomi yang

kuat dengan pertumbuhan yang
cukup tinggi serta industri nasional
yang berdaya saing dan mandiri,
yang pada gilirannya akan dapat
mewujudkan kemandirian sarana
pertahanan serta pusat-pusat logistik
yang tersebar di tiap wilayah”

Selanjutnya Mandala perang/
operasi, yang telah ditetapkan
merupakan wilayah teritorial
dari pemerintah daerah yang
pembangunannya menjadi tugas
pemerintah daerah otonom.
Disamping itu sumberdaya yang
ada di wilayah tersebut harus

! e
g8 Sumber: acehportal.com
"
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dapat memenuhi kebutuhan bagi
penyelenggaraan Pertahanan Negara,
sehingga wilayah yang disimulasikan
sebagai Mandala Perang/Operasi
dalam Latgab TNI harus dapat
mendukung penyelenggaraan
operasi militer dan unsur-unsur yang
ada diwilayah dapat melaksanakan
kerjasama dengan TNI demi
keberhasilan pelaksanaan tugas.

Latihan Gabungan TNI adalah
sebagai sebuah metode yang
diterapkan TNI untuk meningkatkan
kesiapsiagaan dan uji coba doktrin
yang disusun, sehingga dari
pelaksanaan latihan gabungan ini
akan diperoleh sebagai berikut :

1. Latgab TNI dapat dimanfaatkan
untuk mengevaluasi kesiapan
dan kemampuan daerah dalam
mendukung pertahanan negara
; pelaksanaan latihan juga akan
menemukan hal yang berkaitan
dengan implementasi doktrin,
sehingga hasil evaluasi latihan
dapat dimanfaatkan untuk
menyempurnakan doktrin yang
diuji coba, sebagaimana yang
diulas dalam Pasal 20 Undang-
undang RI No 3 tahun 2002
tentang Pertahanan Negara,
sebagai berikut :

ayat (2) menetapkan bahwa:
“Segala sumber daya nasional
yang berupa sumber daya
manusia, sumber daya alam

dan buatan, nilai-nilai, teknologi,
dan dana dapat didayagunakan
untuk meningkatkan kemampuan
Pertahanan Negara yang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Ayat (3) : Pembangunan di daerah
harus memperhatikan pembinaan
kemampuan pertahanan,
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), yang selanjutnya diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Penentuan mandala perang
atau mandala operasi ditentukan
oleh Presiden berdasarkan saran
Panglima TNI. Buku Petunjuk Induk
TNI (Bujukin TNI) tentang OMP (2008,
35) menyatakan: "..... apabila agresi
musuh dapat menduduki sebagian
wilayah teritorial Indonesia maka
perlu dicegah dengan upaya perang
terbatas pada wilayah tertentu
dan tidak meluas. ..." lebih jauh
dinyatakan "Bila OMP terpaksa
harus dilakukan diwilayah teritorial
Indonesia, maka OMP dilakukan
diluar pemukiman masyarakat sipil."

Musuh yang melakukan
agresi terhadap Indonesia tidak
mungkin dapat dikendalikan agar
tidak menguasai dan menduduki
daerah pemukiman penduduk.
Oleh karenanya pelaksanaan
operasi militer tidak boleh dibatasi
hanya daerah diluar pemukiman
penduduk, tetapi apabila operasi
terpaksa didaerah pemukiman
penduduk, maka harus ditemukan
jalan keluar, bagaimana penduduk
yang berada didaerah operasi tidak
menjadi korban perang dan dapat
diselamatkan.

Untuk itu pembangunan didaerah
juga harus sudah memprediksi
kemungkinan adanya keadaan
bahaya dan ancaman yang mungkin
timbul, meskipun pada masa damai
segala pembangunan ditujukan
untuk kesejahteraan rakyat, namun
perencanaan pembangunan
didaerah harus dapat menghilangkan
kerentanan, menekan resiko
kemungkinan timbulnya korban
rakyat dan kondisi lain yang
berkaitan dengan penyelamatan
rakyat sehingga dibentuk jalur-jalur
evakuasi dengan sarana prasarana
yang telah tersedia.

Selain itu pemerintah daerah
juga dapat melatih kemampuannya
dalam menghadapi keadaan
“darurat”, mulai dari “darurat sipil”

sampai dengan “darurat perang”
sesuai Peraturan Pemerintah
pengganti Undang-undang nomor
23 tahun 1959 tentang keadaan
bahaya, bagaimana Pemerintah
Daerah melaksanakan peran, tugas
dan fungsinya pada situasi dan
kondisi tersebut  dan bagaimana
mengendalikan peran dan
keterlibatan masyarakat. (Setneg,
Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-undang nomor 23 tahun
1959 tentang keadaan bahaya).
Adapun manfaat lainnya adalah bagi
pola hubungan kerjasama dengan
militer dan melalui keterlibatannya
dalam pelaksanaan Latgab, akan
menemukan formula tentang
bagaimana menyelenggarakan
prosedur pengerahan sumberdaya
di daerah dalam mendukung
kepentingan pertahanan negara dan
mendukung Operasi militer.

2. Membangun kesadaran
masyarakat dalam menghadapi
Ancaman militer dan non militer.

"Adagium Si Vis Pacem
Parabelum”, pandangan negara
tentang perang terungkap dalam
pernyataan “Indonesia cintai damai,
namun lebih cinta Kemerdekaan”.
Dengan pandangan tersebut,
perang sebagai bagian dari konsep
Pertahanan Negara, bagi Indonesia
adalah pilihan apabila kemerdekaan
Indonesia terancam. Perang
menentukan tegak atau runtuhnya
sebuah negara, oleh karenanya
perang tidak boleh hanya diserahkan
kepada militer, tetapi menjadi
kepentingan dan urusan bersama
karena perang adalah diplomasi
dengan cara lain untuk mencapai
tujuan politik Negara. Perang sangat
dihindari oleh setiap negara, karena
perang membutuhkan biaya besar
yang akan merugikan perekonomian
negara dan menimbulkan
kesengsaraan bagi rakyat. Pada
dasarnya setiap negara menghadapi
potensi ancaman baik yang datang
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dari dalam maupun luar negeri.
Selain ancaman, setiap negara

juga memiliki tugas dan kewajiban
untuk mencapai sasaran-sasaran
pembangunan, yang membutuhkan
kerjasama dan melibatkan seluruh
komponen bangsa.

Perang semesta merupakan
perang yang berlaku disegala lini,
tidak selalu dengan mengerahkan
kekuatan militer dan menggunakan
kekerasan. Untuk menghancurkan
elemen kekuatan negara
melalui cara yang halus atau
asimetris, perang dikemas mulai
propaganda dan perang ekonomi,
dengan melakukan penyusupan,
mempengaruhi dan mengendalikan
aktor-aktor negara secara terencana
dan konstitusional, menyusun
langkah-langkah halus dan terus
menerus merongrong ketahanan
negara disegala bidang kehidupan
masyarakat untuk melemahkan
semua elemen kekuatan negara
secara perlahan tetapi pasti, mulai
dari Ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan
sehingga sangat diperlukan
kesadaran masyarakat untuk
menghadapi ancaman perang jenis

asimetris tersebut. Dengan kesadaran

ini, diharapkan akan menggugah
semua elemen dalam negara untuk
senantiasa waspada dan bersiap
untuk menghadapi ancaman yang
datang dari luar ataupun dalam
serta berusaha untuk meningkatkan
ketahanan disegala bidang yang
pada akhirnya meningkatkan
kemampuan pertahanan Negara

Kesimpulan dan saran.
1. Kesimpulan.

a. Latihan gabungan TNI
merupakan sebuah kebutuhan
bagi TNI untuk secara
berkelanjutan meningkatkan
kemampuan organisasi dalam
menyiapsiagakan unsur -

unsur TNI guna menghadapi
setiap kemungkinan timbulnya
ancaman. Selain itu latihan
juga sebagai sarana uji coba
doktrin yang telah disusun,
untuk mengevaluasi apakah
pedoman pelaksanaan

tugas sudah dapat
diimplementasikan sesuai
tujuan dan sebagai bahan
penyusunan doktrin kerjasama
sipil militer dalam pelaksanaan
operasi serta dalam menyusun
aturan perundang-undangan
terkait sumber daya nasional.

b. Keadaan darurat harus
sudah dapat diantisipasi oleh
Pemerintah Daerah, maka
dibutuhkan koordinasi dan
kerjasama antara TNI dan
Pemerintah Daerah agar
kemampuan komponen sipil
dapat berperan aktif dalam
mencegah rakyat menjadi
korban akibat perang,
konflik komunal, gerakan
separatis dan bencana
dengan mengorganisir dan
mengerahkan sumberdaya
didaerah.

2. Saran.

1. Perlunya Iatihan gabungan
yang melibatkan sumberdaya
nasional didaerah latihan,
untuk menilai keberhasilan
pembangunan nasional
didaerah, sekaligus
mengqgugah semangat dan
kesadaran Institusi diluar TNI,
bahwa Pertahanan Negara
merupakan tugas bersama
seluruh komponen bangsa.

2. Secara bertahap merancang
doktrin kerjasama sipil-militer
sebagai pedoman pelaksanaan
tugas bersama antara TNI
dan komponen bangsa
lainnya dalam menghadapi
segala bentuk ancaman

yang mungkin terjadi dimasa
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BERITA PERTAHANAN

MENHAN RAPAT KOMISI | RUU TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN BIDANG PERTAHANAN INDONESIA-RUSIA

Kementerian Pertahanan,
Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Luar Negeri megikuti
rapat- kerja dengan Komisi | DPR
Rl untuk = membahas Rancangan
Undang-Undang (RUU) pengesahan
persetujuan  antara  Pemerintah
Indonesia  dengan  Pemerintah
Federasi Rusia tentang kerja sama di
bidang pertahanan. Selasa (12/3), di
Ruang Rapat Komisi | DPR RI, Senayan,
Jakarta.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh
Wakil Ketua Komisi | H.A. Hanafi Rais,
S.IP., M.P.P., Ketua rapat memberikan
kesempatan kepada Menteri
Pertahanan ~ Ryamizard ~ Ryacudu
mewakili Presiden dan Pemerintah
mengatakan, berdasarkan adanya
hubungan baik antara Pemerintah
Republik  Indonesia  untuk  kerja
sama di bidang pertahanan dengan
Pemerintah Federasi Rusia yang telah
ditandatangani pada tanggal 18 Mei
2016.

Hubungan luar negeri yang
dilandasi  politik ~ bebas  aktif
merupakan salah satu terwujudnya

-~

tujuan pemerintah Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  (NKRI) vyaitu
untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia,

memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa
dan  ikut  serta  melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Pada  kesempatan  tersebut,
Menhan menginginkan terwujudnya
pertahanan  dalam negeri  yang
lebih  baik, serta peran Indonesia
dalam mencapai perdamaian dunia,
meningkatkan  dan  memperkuat
hubungan baik antara kedua negara.
Sehingga dapat berlaku efektif dalam
sistem hukum nasional dan segera
dilaksanakan oleh masing-masing
pihak.

Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian  Internasional,  syarat
berlakunya perjanjian internasional
di bidang pertahanan harus disahkan
dalam bentuk Undang-Undang yang

akan dijadikan dasar hukum dalam

setiap pelaksanaan kerja sama di
bidang pertahanan kedua negara.

Federasi Rusia
yang  cukup

Pemerintah
memiliki  potensi
menjanjikan ~ bagi  pemenuhan
alutsista NI, pengembangan
industri pertahanan Indonesia, dan
peningkatan  profesionalisme  TNI,
saling kunjungan pejabat ditingkat
Kementerian, pertukaran informasi
seperti peraturan perundang-
undangan militer, pendidikan dan
pelatihan, bantuan medis, kefja sama
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan kerja sama di
bidang industri  pertahanan yang
meliputi alih  teknologi, penelitian

bersama, produksi bersama serta
pemasaran bersama. Menhan
mewakili  Pemerintah  Indonesia
berharap  RUU  tersebut  dapat

segera dibahas dan mendapatkan
persetujuan bersama dari DPR RI,
sesuai ketentuan yang berlaku dan
dalam waktu yang tidak terlalu
lama. ™"
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FGD KAJI PENAMBAHAN USIA PENSIUN BINTARA/TAMTAMA
DAN REORGANISASI TNI
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Dalam menjalankan tugas
pokoknya, TNI dihadapkan pada
perkembangan lingkungan strategis
yang dinamis, cepat berubah dan
penuh dengan ketidakpastian serta
adanya ancaman nyata dan ancaman
belum nyata. Dihadapkan dengan
kebutuhan dan tantangan tugas,
Reorganisasi TNI yang telah dilakukan
belum sepenuhnya dapat menjawab
persoalan. Oleh karena itu perlu
dilakukan validasi organisasi TNI di
lingkungan Mabes TNI dan Mabes
Angkatan dengan penambahan
jabatan Pati.

Selain validasi organisasi, perlu
juga ada pemikiran untuk melakukan
perubahan organisasi TNI dengan
menambah usia pensiun maksimum
berpangkat Bintara danTamtama
dari semula 53 tahun menjadi 58
tahun. Untuk mengatasi kedua
permasalahan tersebut, Kemhan
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dan tim pakar dari berbagai disiplin
ilmu melakukan kajian melalui Focus
Group Discussion (FGD) yang dibuka
Menhan RI Ryamizard Ryacudu,
Kamis (14/3), di kantor Kemhan.

Mengingat pensiun personel
TNI yang berpangkat Bintara dan
Tantama pada usia 53 tahun
dianggap masih usia produktif
untuk mengawaki organisasi TNI
maka hal ini menjadi permasalahan
yang perlu menjadi pemikiran.
Hal ini menunjukkan celah bagi
penambahan usia pensiun prajurit
TNI, namun perlu kajian yang lebih
luas lagi tentang jabatan yang akan
diemban, kondisi kesehatan dan
kesamaptaan. Selain itu bagaimana
pembinaan kariernya baik kenaikan
pangkat maupun kesempatan
pendidikan merubah golongan ke
tingkat Perwira dan Bintara.

Pertimbangan wacana
penambahan usia prajurit berpangkat
Bintara dan Tamtama antara lain
Peraturan Pemerintah No.11/2017
tentang manajemen PNS rata-rata
60 tahun. Dan juga berdasarkan data
BPS tahun 2017 angka harapan hidup
di Indonesia meningkat menjadi
69,19 tahun untuk laki-laki dan 73,06
tahun untuk perempuan.

Reorganisasi TNI dan
penambahan usia pensiun Bintara/
Tamtama telah mendapat respon
positif dari pemerintah dalam hal
ini Presiden RI. Berkaitan dengan
Reorganisasi TNI dan penambahan
usia pensiun Bintara/Tamtama saat
ini peningkatan efektivitas organisasi
dalam menghadapi ancaman
dengan tetap berpijak
pada fungsi TNI sebagai
alat pertahanan.

Selain itu juga
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mempertimbangkan aspek
profesionalisme, hukum,
ketatanegaraan dan perundang-
undangan, sejarah serta ekonomi
(anggaran).

Disamping itu aspek estetika dan
kepatutan pola pembinaan personel
dengan mempertimbangkan usia
pensiun dengan latar belakang
psikologi, kesehatan serta
keungqulan tempur organisasi
TNI dalam menghadapi tantangan
dan ancaman juga menjadi
pertimbangan. Selain itu juga aspek
hukum dan perundang-undangan
yang mengatur organisasi TNI berikut
tugas pokok dan fungsi TNI.

Untuk itu Menhan berharap
dalam FGD ini agar dilakukan
kajian secara ilmiah dan
komprehensif dari berbagai
aspek, sehingga bersifat logis
dan dapat dipertangungjawabkan
secara akademis dengan
mempertimbangkan konsep Sistem
dan Kebijakan Pertahanan Negara
serta Ancaman yang dihadapi, baik
nyata maupun belum nyata.

Selain pejabat eselon I dan i
di lingkungan Kemhan/TNI hadir
pula memberikan pandangan pakar
organisasi dan sumber daya manusia
dengan harapan dapat memberi
masukan terhadap kebijakan
terkait perubahan organisasi TNI
dan penambahan usia pensiun
personel TNI berpangkat Bintara dan
Tamtama. Mereka adalah Deputi
Kelembagaan dan Tata Laksana

SPEMBAHASANIREORGANISASITNIDAN]
BINTARA7TAMTAMATINIT

KemenPan-RB Rini Widyantini, S.H.,
MPM, Pakar Hukum dan Tata Negara
Dr. Refly Harun, Pengamat Militer
Prof. Dr. Salim Said dan Kepala
RSPAD Mayjen TNI Dr. dr. Terawan
Aqus Putranto, Sp.Rad. Sedangkan
dari akademisi hadir dosen Fisip Ul
Edy Prasetyono, S.50s., MIS, Ph.D
dan Executive Director at Center for
Indonesia Risk Studies Dr. Kusnanto
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MENTERI PERTAHANAN MERESMIKAN PELUNCURAN
KAPAL SELAM KE-3 ALUGORO 405

vE

Menteri  Pertahanan~ Ryamizard
Ryacudu meresmikan  peluncuran
Kapal = Selam ke-3  dengan nama
Alugoro 405 yang  dipesan
Kementerian Pertahanan (Kemhan)
RI ~ kepada  perusahaan galangan
kapal asal Korea Selatan DSME, Kamis
(11/4) di PT PAL Indonesia Surabaya.

Peluncuran Kapal Selam ke-3 ini
merupakan terobosan besar dalam
Industri Pertahanan Nasional, karena
Kapal Selam tersebut dikerjakan dan
dibangun secara bersama-sama (Joint
Section) antara pihak PT PAL Indonesia
(Persero) dan galangan Kapal DSME
Korea Selatan dengan melibatkan
Transfer of Technology dan Transfer of
Knowledge.

Adapun penamaan kapal selam
jenis ini disesuaikan dengan tradisi di
TNI AL, Alugoro diambil dari senjata

pemukul yang berbentuk alu yang
dalam cerita pewayangan digunakan
oleh Prabu Baladewa kemudian nama
ini dipilih oleh Ny. Ryamizard Ryacudu
sebagai penanda armada penjaga
Tanah Air.

Menhan  pada  kesempatan
tersebut  menyampaikan  bahwa
pengembangan Industri Pertahanan
Nasional menuju  kemandirian
merupakan bagian integral dari upaya
pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI
guna memperkuat postur pertahanan
negara  didalam  mengantisipasi
berbagai dinamika dimensi ancaman
nyata dan belum nyata yang
berpotensi mengganggu  stabilitas
keamanan NKRI.

Kapal Selam  Alugoro-405 ini
juga merupakan alutsista modern
berteknologi canggih terkini sehingga

IK 209/1400 PT PAL INDONESIA

rabaya,11 April 2019

kehadirannya juga diharapkan dapat
memperkuat kemampuan jajaran TNI
AL yang memiliki tanggung jawab
besar dalam menjaga kedaulatan,
keutuhan dan kewibawaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menhan  juga  mengharapkan
agar dengan  masuknya  Kapal
Selam ke-3 yang dibuat oleh PT
PAL bersama PT DSME ini akan
dapat lebih  meningkatkan efek
gentar kekuatan daya tempur relatif
pertahanan Indonesia yang tentunya

akan  diperhitungkan  di  dalam
meningkatkan parameter perkuatan
pertahanan  kawasan maupun
dunia.”™
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